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BABV
TERJADINYAKOMODIFIKASI
BANGUNANPRACIMAYASAPURAMANGKUNEGARAN
SURAKARTA

Memaknai komodifikasi bangunan  Pracimayasa berarti memberikan
pengertian  kepada terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa itu sendiri

sebagai objek. Hal ini mendasar padamarti leksikal dari "makna" yakni pengertian

yang diberikan kepada#“objek. Artinya komodifikaSh adalah arti yang diberikan

subjek kepadé objek modifikasi  sebagai proses
itu sendiri sangat gbergan ~ bj i Womodifikasi bangunan
Pracimayasa &modifikasi bangunan
Pracimayasa aknainya karena

komodifikasi

Subjek dan o adala : any  kafelatif  atau sating
menghubungkan ¥diri satL%r 3 30). Benda akan
menjadi objek kar da dengan memberi arti
atau makna. Malena ya sesuai dengan cara pandang
subjek (pemberi makna). subjek memberi makna, maka

objek tidak akan bennakna Dengan demikian semakin banyak subjek dan cara
pandang vyang digunakan untuk rnemaknai objek, sebanyak itulab makna
dibasilkan. Demikian pula yang terjadi pada pemaknaan bangunan Pracimayasa
dan kedudukan bangunan Pracimayasa sebagai tempat privat simbol kejayaan,
simbol gaya hidup Mangkunegaran yang sudah diungkap, bukan satu-satunya
makna. Cassier ( 1987. 41-62) menjelaskan, simbol sebagai sesuatu yang
dimaknai oleb manusia, tidak memiliki kenyataan fisik atau substansial tetapi
hanya memiliki fungsional sehingga keberadaan simbol sangat bergantung pada
subjek yang memaknainya.

Hal ini berarti bahwa kedudukan bangunan Pracimayasa Mangkunegaran
tempat tinggal keluarga sebagai tempat privat bukan kebenaran mutlak yang
memiliki  nilai universal bagi semua subjek, sebagaimana logika dekonstruksi

Derrida yang plural, yakni pernikiran yang memandang segala sesuatu itu
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beragam (Piliang, 2003 14). Bahasa atau teks tidak dapat dikatakan representasi
makna, konsep, atau realitas. Bahasa tulisan, teks, tidak dapat diterima karena
bahasa tulisan otomatis telah terbebas dari konteks atau nara sumbemya Tulisan,
teks, otomatis, menjadi tanda sendiri yang bukan rnewakili makna tetapi
menciptakan maknanya sendiri dalam hubungannya dengan tanda-tanda yang lain
bersamanya. Tanda-tanda tersebut menjadi tanda-tanda yang bebas, kata-kata
yang bebas, bahasa yang bebas dimaknai dan otomatis akan memunculkan makna
$2-114).

yang beragam, plural (Lubis, 2004 Realitas sesungguhnya tidak dapat

Daerab Istimewa kelanjutan dari sistem

Pemerintahan  Kerajaa 2010:  VI-XI).  Setelah
Kemerdekaan RI, terjadi Swapraja, pada tabun 1946
KGPAA Mangkunegara VIII memberi surat kuasa kepada KRMTH Ir. Sarsito
Mangunkusumo  untuk menyerahkan perusahaan vyang dikelola Komisi Dana
Milik Mangkunegaran kepada Badan Pengurus Perusahaan Gula Negara
(BPPGN) dan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) (Surat Kuasa Istimewa
Arsip MN, No. 4752). Langkah tersebut sejatinya merupakan bentuk penolakan
atas logosentrisme  yang telah dibangun oleh Mangkunegaran sendiri tentang
kejayaan Mangkunegaran. Perusahaan merupakan sumber kekuatan ekonomi
Mangkunegaran.  Penyerahan perusahaan berarti telah menyerahkan sumber
ekonomi. Tugas yang tidak ringan bagi Mangkunegaran di dalam kancah negara
RI, berkewajiban menjaga seluruh aset yang menjadi cagar budaya di
Mangkunegaran.

Kedudukan bangunan Pracimayasa sebagai cagar budaya dilindungi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor || Tahun 2010 Tentang Benda
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Cagar Budaya Pada pembalikannya  sebagai  oposisi biner bangunan
Pracimaayasa Pura Mangkunegaran di Surakarta harus hidup bersama dengan
peraturan dan perudangan Pemerintah RI. Kehadirannya dengan realitas-realitas
lain yang kernudian diberi fungsi sebagai entititas yang keberadaannya juga
menentukan, yakni: adanya kapitalisme yang terus menabarkan pesonanya di
antara kedudukan rnanusia yang terus ingin menjadi lebih baik dari sisi ekonomi
dan modernitas terus bergulir ditandai terbitnya Keputusan Presiden No [5 tahun

1983 tentang Kebijakan Pengembapgan Kepariwisataan memposisikan wisata

budaya menjadi daya ta

Lebih .'rinci dajg pendorong penolakan
ab terjadinya  kornodifikasi
bangunan Pracime R eheradaan  bangunan
| angan situasi yang
mengitari sete

dan ekonomi itangdai_sfja Daerah Swapraja); (B)
tradisionali tas.

A. Rontoknya Otoiitas Polit

Otoritas yang dimaksud pada pembahasan ini adalah berkait dengan
kewenangan politik dan ekonomi. Otoritas politik adalah penguasaan dalam
menyakinkan dan memerintah atau bergerak dengan haknya atas perintah dan
atas jabatan yang dimiliki. Otoritas ekonorni adalah penguasaan dalarn
menyakinkan dan memerintah atau bergerak dengan haknya atas sistem ekonomi.
Jejak-jejak perubahan drastis otoritas politik dan ekonomi Mangkunegaran dapat
ditelisik setelah kemerdekaan RI, yakni dibubarkannya Daerah Swapraja yang
menandai berakhimya Daerah Istimewa Surakarta yang berarti telah runtuh
kewenangan Mangkunegaran atas pemerintahan Kadipaten Mangkunegaran dan
seluruh aset Mangkunegaran diarnbilalih oleh Pemerintah RL Setelah pembubaran
Daerah Swapraja rnaka terjadi perubahan kedudukan Mangkunegaran dari pusat
pemerintahan menjadi cagar budaya bertugas sebagai pengernbang seni dan

budaya. Oleh karena itu, pernbahasan sebab terjadinya komodifikasi bangunan
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Pracimayasa berkaitan dengan kewenangan politik dan ekonomi, meliputi (1)
terhapusnya Daerah Swapraja dan (2) Mangkunegaran sebagai pengembang seni

dan budaya, diurai sebagai berikut.

| Terhapusnya Daerah Swapraja
Pada masa kedudukan Jepang, Surakarta dikukuhkan sebagai Daerah
Isimewa dengan sebutan Kochi (daerah istimewa), masing-rnasing pengusa diberi

sebutan Surakarta Koo dan Mangk#gegaran Koo (Samroni dkk, 2010: VI).

PascaprokJamasi  kemg Indonesia, pada%y rapat Panitia  Persiapan

Kemerdekaan Indongsi pkai tanggal 18 Agustus

administratif  di wilayah ubli ia a diakui secara sah sebagai
a. Pengakuan tersebut terdapat
dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang hubungan pusat dan daerah, termasuk di
dalamnya adalab Daerah Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 1945
terbentuklah Panitia Tata Negara menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa
Surakarta, yang salah satunya menyebutkan andanya persatuan antara Kasunanan
dengan  Mangkunegaran  dalam menjalankan  Daerah  Istimewa  Surakarta
(Samroni, dkk, 2010: IX).

Secara de facto dan de Jure, Surakarta pada waktu Indonesia merdeka,
bersifat mutlak dan otonom dalam bentuk daerah Swapraja. Pada saat itu,
Mangkunegaran dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA)
Mangkunegara VTII (Piagam Presiden RI tanggal 19 Agustus 1945, Arsip MN No.
7822). Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 memberikan piagam kedudukan
kepada Susuhunan Paku Buwono XII dan KGP AA Mangkunegara VIII pada

kedudukan sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta. Isi/ teks piagam tersebut
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dapat dilihat berikut ini.

REPUBLIKINDONESIA
Kami, PRES/DEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:

Ingkang Sinohoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono, Senopati Ing

Ngalogo, Abdurrahman Sajidin Panotogomo, Ingkang Kaping XII ing Soerakarta
Hadiningrat.

Pada kedoedoekanpj -
Soesoehoenan akan mgnhtjurahkan segala p| iran, te hga, djiwa dan raga oentoek
keselamatan daera 3

Djakarta, |
Presiden Re
ttd

Kandjeng Goesti Pangtha ipatiiArjodMa koenagoro Ingkang Kaping

VIII.

Pada kedoedoekannja dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng
Adipati akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek
kesefamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.

Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
ttd

Ir. Soekarno

Berdasarkan kutipan Piagam tersebut kedudukan Daerah Swapraja di bawah
kendali Susuhunan Paku Buawa XII dan KGPAA Mangkunegaran VI11 mendapat
pengakuan oleh Presiden Soekamo. Akan tetapi Daerah Swaparja Surakarta

mendapat penolakan dari Gerakan Anti Swapraja. Golongan penentang swapraja
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menggalang kekuatan dan semakin besar menjadi gerakan sosial. Penculikan
penjabat keraton dengan berbagai tuntutan, di antaranya ()  menuntut
dihapuskannya Daerah Istimewa atau Swapraja di Surakarta; (2) Memaksa
Sinuwun Paku Buwana XII meletakkan tahta guna digantikan pejabat lain; (3)
menuntut perubahan dalam peraturan peraturan daerah istimewa atau swapraja
yang tidak sesuai Jagi dengan zamannya (Setiadi dkk, 2000: 89). Berdasarkan tiga
tutuntutan tersebut jelas dapat ditangkap, keberadaan Daerah Swapraja Surakarta

ditolak, secara otomatis keberadaangddangkunegaran sebagai pemegang bagian

Keberadaa

ilayat@=kesatua

Mangkunegara an sejarab panjang

Mangkunegara befsinggungan  dengan

kompeni telah Karta, sehingga dinilai

membiarkan Mang g daerab Haminte-Kota
Surakarta sama halnya. at. Traumatik tentang pola
kepemimpinan zaman kol6nia g, identiledengan keberadaan kolonial yang

menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, Daerah Swapraja di Surakarta ditolak
oleb kelompok Anti Swapraja.

Munculnya Geraka.n Anti Swapraja di Surakarta yang menculik pejabate
pejabat istana (Samroni, 2010: IX) menunjukkan adanya kelompok yang menolak
kebradaan keraton dan kadipaten memegang kendali pemerintahan di Surakarta.
Kondisi tersebut menyadarkan Mangkunegara VIII, bahwa Mangkunegaran turut
serta sedang menghadapi Kkrisis legitimasi sekaligus kesempatan untuk
meningkatkan kedudukannya dari Kasunanan. Hal ini dapat dicermati Maklumat
KGPAA Mangkunegara VIII tanggal | September 1945 yang berisikan sebagai
berikut. (I) Kerajaan Mangkunegaran merupakan sebuah Daerah Istimewa dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Semua urusan pemerintahan dalam
Mangkunegaran selanjutnya ditetapkan dan dipimpin oleb  Pemerintab

Mangkunegaran sendiri dengan mengingat peraturan pemerintab Republik
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Indonesia.  (3) Hubungan pemerintah  Mangkunegaran dengan pemerintah
Republik Indonesia adalah bersifat langsung (Maklumat KGPAA Mangkunegara
VTII, | September 1945, ArsipMN No. 2420. 3).

Pada Maklumat tersebut, Mangkunegara VIII  menyebut Mangkunegaran
sebagai kerajaan, yang kedudukannya langsung dengan Pemerintah Republik
Indonesia, sebingga segala urusan Pemerintahan Mangkunegaran dikendalikan
sendiri oleh Mangkunegaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Hal ini jelas
dagi

sangat berbeda dengan barapan eraturan Daerah Istimewa Surakarta pada

tanggal 27 Nopember adanya persatuan antara

pihak kasunanan 010:  VHI). Isi Maklumat
Mangkunegara iy " keingi uat dar@ipihak Mangkunegaran
untuk mempertaliank v 2 memperjuangkan
akarta. Maklumat
tersebut dapat%, di ' \ angkufegara VIl untuk
menjaga  keberl@ 1ka ?.:-. I Surakarta sebagai
warisan leluhur ' ida UUD 1945 Pasal

18 tentang hubunga

daerah Swapraja, dipa ah S prajad did Surakarta sudah mendapat

pengakuan dari Negara ditegaskan dalam keputusan
Pengageng Mangkunegaran  melalui maklumat tersebut. Mangkunegara VIl
mengingatkan, bahwa Mangkunegaran masih sah menjadi penguasa Pemerintahan
Daerah ditegaskan dalam Surat Keputusan tentang Kedudukan dan Sistem
Pemerintahan Mangkunegaran sepenuhnya sebagai bagian dari Negara RI dalam
kerangka daerah istimewa, Mangkunegaran masih memiliki kedudukan yang
posisinya di bawab Negara RI.

Usaha vyang dilakukan oleh Mangkunegara VIII dengan mengeluarkan
Maklumat | September 1945 belum membawa basil. Keinginan Gerakan Anti
Swapraja uotuk menghapuskan Daerab Swapraja di Surakarta terus berlangsung,
bahkan melakukan intimidasi di Surakarta. Pada posisi yang demikian sebagian
rakyat yang setia mendukung keberadaan Mangkunegaran melakukan aksi. Para
pendukung Mangkunegaran mengadakan rapat pegawai Mangkunegaran pada hari

Selasa 16 Oktober 1945 di Mangkunegaran, menghasilkan keputusan sebagai
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berikut.

(1)"Hamba sekalian pegawai negeri Mangkunegaran, berjanji dan selaloe
setija terhadap Seri Padoeka Mangkunegara VIII beserta pemerintah Negeri
Mangkunegaran  dan berjanji setiap waktoe bersedia menoroet dan
mengerdjakan semoea atoeran dan perintah Seri Padoeka Mangkunegara
VIl beserta pemerintah negeri Mangkunegaran”.

(2)"Hamba  sekalijan ~ pegawai negeri Mangkunegaran,  berjanji joega
dikoetkan ontoek  rasa tangguengjawab  akan  memelihara  dan
mempertahankan  Swapraja kemerdekaan Negara. Repobliek Indonesia jang
berdasarkan kedaolelatan rakyat",

(3) "Harnba sekalijan pegaw'
dan berdjendjak sg chagai Warga

segala kekoesaan a3|og Jang hendak memerinta
merdeka Tanap 2" (Are Mustak

Negeri Mangkunegaran  berjanji, bersikap
ggara Indonesia dan menentang
dan mendjadjab Indonesia
aagkunegaran No. 9834).

yang kawatir

berjanji  seti

Surakarta, dengan

membuat pernyataan Mangkunegaran
dan Negara RI serta me an. Akan tetapi hal tersebut
tidak mampu meredam Gerakal aja. Ditinjau dari pengikut, nampak

babwa yang mendukung Swaparaja Mangkuegaran hanyalab orang yang bekerja
di lingkungan Mangkunegaran.

Melihat situasi politik di Surakarta yang demikian, KGP AA Mangkunegara
VIl kemudian mengeluarkan maklumat lagi pada tanggal 20 Maret 1946
MakJumat tersebut bersisi tentang, bahwa Pemerintah Mangkunegaran  akan
mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap golongan orang-orang yang:

a) "menjiarkan berita ataoe melakoekan perboeatan-perboeatan yang dapat
menggelisahkan ataoce mengatjaoekan masjarakat",

b) "menjiarkan  berita ataoe melakoekan perboeatan dengan maksoed
mengadakan perpetjahan dalam masyarakat",

c) "rnengharnbat oesaha dalam menjempoemakan  pertahanan Negara"
(Maklumat KGPAA Mangkunegara VIII tanggal 20 Maret 1946, Arsip
Reksapusataka Mangkunegaran No. 2420.3).

Maklumat tersebut tidak mendapat’ ‘perhatian, Kedudukan Daerah Swapraja
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Surakarta semakin mendapat tentangan dari Gerakan Anti Swapraja. Maklumat
KGPAA Mangkunegara VIl tidak memiliki kekuatan menaklukkan hati rakyat
kecuali pegawai di Mangkuegaran.

Usaba KGPAA Mangkunegara VIII rnengeluarkan berberapa rnaklurnat
pada akhimya memang tidak dapat mengurangi intimidasi dari Gerakan Anti
Swapraja terhadap pihak kerajaan. Kedudukan Pura Mangkunegaran benar-benar
sudah dalam keadaan titik nadir bawah yang tidak memiliki kekuatan. Pura dan
Pengageng Mangkunegaran sudahggtidak memiliki  kekuatan membangun
kepercayaan rakyat. Kgfatuhan rakyat sudab mularuntur. Karepesina( 1988: 16)
| aRg karena kelebiban yang

Puncaknya pada tdngge C enyebabkan Pemerintah RI
mengumumkan kondisi darurat pada tanggal 5 Juni 1946 (Samroni dkk, 2010: X).
Akbirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pada tanggal
23 Mei 1946, berisi pemyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia untuk
sementara waktu akan menempatkan seorang wakilnya Suryoharnidjoyo di
Surakarta. Tindakan Pemerintah Rl yang menempatkan seorang wakil di
Surakarta menandakan, bahwa Pemerintah Rl sudah mulai berubah pikiran
tentang keberadaan Daerah Swapraja di Surakarta Kasunanan dan atau
Mangkunegaran tidak mampu meredam konflik. Pada situasi itu memang Negara
Rl belum stabil, namun NKRI telab berdiri yang artinya, segala persoalan
pemerintah daerah tentunya juga merupakan persoalan Pemerintah RI, ketika
pemerintah daerab tidak marnpu mengendalikan, maka yang diharapkan dari
pemerintah daerah adalab bantuan dari pemerintah pusat. Namun demikian
bantuan yang diharapkan justru Pemerintah RI rnenempatkan seorang wakil di
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Surakarta. Tindakan Pemerintah RI tersebut dapat ditangkap oleh Gerakan Anti
Swapraja, bahwa itu merupakan dukungan terhadap Gerakan Anti Swapraja,
sehingga semakin rnenguatlah Gerakan Anti Swapraja.

Bagi Mangkunegaran, penempatan utusan RI di Surakarta ditangkap sebagai
sebuah ancarnan terhadap kelangsungan  kedudukan Daerah Swaparja di
Surakarta, sehingga perlu penegasan kembali tentang kedudukan Daerah Swapraja
di Surakarta KGPAA Mangkunegara VIU rnenangkap adanya situasi politik di

Surakarta yang tidak menguntungk bagi kekuasaannya. Mangkunegara Vill

berupaya  menegaskan edudukan  Mangkunegare dengan  meugeluarkan

maklumat tanggal VIII tersebut berisi:

"tindakan sementara seorang
Wakil Pe akan menjalankan
pemerintahan Oi=8€ : @ | ali tidak berarti akan
rnengogba nj2 3 anj ert fangkoenenegaran,

karen itoe semata-rnata
hanja gdéna méle raky@t, jang di sana sini
soedah kembali tenang
dan tentr Arsip  Reksopustoko

Mencerrnati isi adanya kekawatiran akan

kelangsungan kedudukan arta. KGPAA Mangkunegara
VIl menegasakan, dikirimnya Pemerintah Indonesia  bemama
Suryohamidjoyo  pada tanggal 23 Mei 1946 sebagai Opsir Penghubung.
Pengangkatan Suryahamidjoyo sebagai Opsir Penghubung antara daerah dengan
pusat, mengingat keadaan Surakarta yang semakin kacau sehingga diharapkan
dapat mengatur keadaan yang rumit di Surakarta agar lepas dari kekacauan dan
situasi kembali normal. Oleh karena itu, Mangkunegaran menghargai tindakan
Pemerintah Rl yang menempatkan seorang wakilnya di Surakarta tetapi hams
dipahami pula status Mangkunegaran sebagai pemegang Daerah Swapraja yang
dilindungi  oleh UUD 1945 Republik Indonesia, masing-rnasing  merniliki
kedudukan dan wewenang.

Kehadiran wakil RI di Surakarta tidak merubah suasana, justru Gerakan
Anti Swapraja semakin menguat. Berbagai maklumat yang dikeluarkan KGPAA

Mangkunegara VIII merupakan kebijakan® politik dari penguasa Mangkunegaran
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Surakarta untuk menjalankan  hegemoni kekuasaannya untuk mempertahankan
otoritas politk. ~KGPAA Mangkunegara VIII menjalankan berbagai strategi untuk
mempertahankan  Daerah Swapraja sebagaimana yang tertera pada UUD 1945
pasal 18 yang juga didukung oleh pengakuan Wakil Presiden RI Muhammad
Hatta tentang kedudukan Daerah Istimewa Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat
pada surat Hatta kepada Kemeotrian Pertahanan tanggal 12 September 1949 yang
berisi.  dalam perundingan KMB tetap dituntut sikap dan pendirian semenjak

penyerahan piaga.m pengakuan rnakaaelfbeesturende/andschappenSurakarta dan

serta menyataka iri “6bagaif bagian dagikeaft Kepolisian Republik
Indonesia. Perlawanag sengit serta rnendapat
dukungan kaurn opos agar Swapraja di
Kepolisian Daerah
Regional Surakarta yang masuk dalam Kepolisian RI (POLRI).

Swapraja benar-benar mendapat perlawanan dan tidak mendapat dukungan
yang berarti di Surakarta. Swapraja hanyalah keinginan kelompok kecil
masyarakat ~ Surakata ~yang mendukung  keberadaaan Kasunanan dan
Mangkunegaran yang saat itu benar-benar sebagai minoritas. Kekuatan
Mangkunegaran seakan sudah sirna sebagai pusat pernerintahan. Hal ini dapat
dilihat, Mangkunegaran tidak marnpu mengendalikan  kekacauan terjadi di
Surakarta.  Maklurnat tidak mendapat perhatian, kekuatan phisik Legium
Mangkunegaran yang gagah berani pernab mampu menaklukkan kolonial, saat itu
tidak mampu berkiprah dalam mengamankan Daerah Swapraja. Dalam NKRI,
keamanan tentunya dikendalikan oleh Pernerintah Rl dalam hal ini Kepolisian
Daerah dan Pusat. Kekuatan Kepolisian Daerah Regional Surakarta tidak berpihak

pada Mangkunegaran,  karena sudah menyatakan diri tidak mendukung



148

keberadaan  daerah  Swapraja. Bergabungnya  Kepolisian  Daerah  Regional
Surakarta masuk dalam Kepolisian Rl (POLRI) dapat ditangkap sebagai pertanda
keberpihakan RI terhadap Daerah Swapraja sudah tidak ada Janji Pemerintah RI
untuk membuat UU yang mengatur Pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran
yang termaktup dalam Surat Ketetapan No. 16/SD/ tahun 1946 tertanggal 15 Juli
1946 tentang Pemerintab Daerah Istimewa Surakarta tidak kunjung datang.
Pergolakan Gerakan Anti Swaparaja di Surakarta semakin merajalela.  Situasi
iRilai

berkahir

yang demikian, nampaknya dapat bahwa, pemberian otoritas Daerah

Swapraja  menuai kg dan pada “penilaian  Kasunanan dan

Mangkunegafan Ketidakmampuan
Mangkunegaran apraja adalah bukti
babwa adanya pe A irg | sebagai bagian dari pusat

pemerintahan berakhir seiring

Perjuangan M Jaia j 2 9 yang mgm
mempertahankan DaeralSWaprajagsti ; : ungan oleh berbagai pihak
Akhirnya  berakhirlah Vlangkunegaran  di  Surakarta
berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta pada tahun [952. Keputusan
Presiden No 224 Tahun 1952 yang menyebutkan pemerintah Rl mengambil status
Swapraja. Di sisi lain terbit Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta yang
menyatakan pembekuan atas Dana Milik Mangkunegaran vyang dikelola oleh
Komisi Dana Milik Mangkunegaran. Komisi Dana Milik Mangkunegaran adalah
Komisi yang bertugas mengurus dana milik Mangkunegaran. Keputusan tersebut
sejatinya telab menggugurkan  kewenangan Mangkunegaran terkait dengan
pengelolaan  keuangan dari berbagai perusahaan yang sebelumnya dikelola
sebagai milik keluarga Mangkunegaran.

Perkebunan dan pabrik gula vyang sudah didirikan oleh KGPAA
Mangkunegara 1V, akhirnya harus direlakan. Usaba pengelolaan keuangan, yang

sudah dibangun oleh KGP AA Mangkunegara VI yang memposisikan aset

keluarga Mangkunegaran sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum
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Kemerdekaan RI, pada tahun 1916 saat Pemerintahan Mangkunegara VI
dilakukan  penyempurnaan reorganisasi  kKeuangan yang menaruh semua
perusahaan di dalam satu wadah yang dinamakan Komisi Dana Milik
Mangkunegaran yang bertugas mengurus dana milik Mangkunegaran. Pengurus
harian dilakukan oleh Superitendent. Superitendent diakui oleh Gubernur Jenderal
sekaligus sebagai anggota dan anggota yang lain adalah ambtenar atau sebagai
pegawai yang dipilih oleh Residen (Pringgodigdo AK, 1985: 93). Dinamakan
Komisi Dana Milik Mangkunegarangkarena tugasnya mengurus keuangan dari
an (Pringgodigdo AK, 1985:

wmdibentuk tersebut sejak

menjadi isu sangat
aap menjadi RI tidak
onomi di tangan

RI hanya dilakukan

dilakukan oleh militer termasuk aset Mangkunegaran (Wasino, 2004. 2). Hal ini
terjadi setelah kemerdekaan dan Daerah Swapraja di Surakarta dihapus.
Penghapusan Daerah Swapraja berakibat pada pembekuan aset-aset yang dimiliki
Mangkunegaran. Ketidaksiapan Mangkunegara VIII dalam menghadapi
perubahan situasi politik, nampaknya mendorong Mangkunegara V11 mengarnbil
langkah yang tidak tepat sehingga berakhir pada hilangnya kewenangan
Mangkunegaran pada seluruh aset yang dimilik:i, bal ini dapat dilihat pada dua
peristiwa sebagai berikut.

Pertama, pada tahun 1946, KGPAA Mangkunegara VIII memberi surat
kuasa kepada KRMTH fr. Sarsito Mangunkusumo  untuk menyerahkan
perusahaan yang dikelola Komisi Dana Milik Mangkunegaran kepada Badan
Pengurus Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan Perusahaan Perkebunan Negara
(PPN) (Surat Kuasa Istimewa Arsip MN, No. 4752). Surat kuasa tersebut adalah
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bukti otentik yang sah secara hukum bahwa Mangkunegaran pada dasarnya secara
suka rela telah menyerahkan aset kepada Pemerintah Rl saat itu. Padahal
sebenarnya di tahun 1945 berdasarkan maklumat dari Menteri Kemakmuran
mengenahi  Perusahaan  Milik Mangkunegaran,  Mangkunegaran diberi ijin
mengelola sendiri karena diketahui bahwa Mangkunegaran selama ini mengelola
perusahaan dengan modalnya sendiri (Isi Maklumat, Arsip Reksapustaka MN, No.
5107).

Kedua, pada tanggal 947 dibentuklah Perusahaan Perkebunan

Republik Indonesia (PR di bawab koordinasi Kemgntrian Pertanian. Tugas dari
| ahaan-perusahaan  milik

negara yang tergabung d& F Pemerintah (KPPP)

di  lingkungan
Mangkunegara an pegawai perkebunan
Mangkunegaran  bekerja

(PPRI) (Wasina, 2004: 8).

2buanan Republik Indonesia

Dua langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk sikap kooperatif
Mangkunegaran dalam mensikapi gonjang ganjing Daerah Swapraja di Surakarta.
Di balik itu tentunya ada maksud untuk memperoleh dukungan dalam
mempertahankan Daerah Swapraja di saat peralihan Negara Kerajaan menjadi
NKRI serta dikembalikannya  aset yang sudah diserahkan kepada RT.
Ketidaksiapan Mangkunegaran dalam mengahadapi situasi konflik sosial politik
di Surakarta yang berubah cepat akibat berdirinya Negara RI, mengantarkan sikap
Mangkunegara  YIU mudah mengambil keputusan, tanpa berpikir panjang
KGPAA Maagkunegara VIII memberikan Surat Kuasa untuk rnenyerahkan
seluruh aset kepada Pemerintah RI secara suka rela (Surat Kuasa Istimewa Arsip
Reksapustaka MN, No. 4752). Kemungkinan dipahami hanya bersifat sementara,
setelah situasi reda akibat Gerakan Anti Swapraja maka aset akan dikuasi

kembali. Akan tetapi harapan itu nampaknya banyalah impian, karena akhirnya
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tidak menampakkan hasil positif, terbukti Gerakan Anti Swapraja tidak dapat
diredakan dan aset masih dikuasi oleh Pemerintah RL Tennasuk memberikan
tempat di lingkungan Istana Mangkunegaran  sebagai Kantor PPN dan
diijinkannya beberapa mantan pegawai perkebunan Mangkunegaran bekerja di
kantor Perusahaan Perkebuanan Republik Indonesia (PPRI), adalah bentuk sikap
kooperatif yang sebenamya justru mempersulit posisi Mangkunegaran dalam
mempertahankan kewenangan aset yang dimiliki.

Di tengah perjalanan nampa
alib

kekayaannya' berupagstp gipaung  di Dana  Milik

Mangkunegaran menyadari, bahwa

dan

kekuasaan telab diami Negara RI Kewenangan  terbadap barta
Mangkunegaran

Indonesia di ta

bantuan kepada
dengan menjalin
menyelamatkan harta
Mangkunegaran  tersebut eterangan yang dibuat oleh
Superintendent yang mewakili Dana Milk Mangkunegaran yang meminta
kembali haknya atas dua perusahaan gula andalan mereka vyaitu pabrik gula
Colomadu dan Tasikmadu. Alasan kuat perrnohonan kembali pabrik gula adalah
berdasarkan fakta, selarna ini penanaman tebu dan pembuatan gula dibiayai oleh
Mangkunegaran sendiri (SK Superientendent, 1948, Arsip Reksopustoko MN No.
5236).

Upaya tersebut membawa basil terkait dengan kembalinya dana milik
Mangkunegaran di antaranya para pegawainya memperoleh gaji dalam bentuk
civilele list sebagaimana yang pemah mereka terima pada periode sebelum
perang;  dihidupkannya kembali  lembaga yang rnengurusi  kekayaan
Mangkunegaran, "Fonds van Eigendommen van het MangkoenegoroscheRijk"
atau Komisi Dana Milik Mangkunegaran. Hasil yang sangat signifikan, walupun

tidak dapat berlangsung lama adalah status lembaga ini diubah menjadi hak milik
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pribadi  berdasarkan hukum Eropa. Perubahan itu dilakukan oleh Hoge
Vertegenwoordigervan de Kroon in Lndonesia melalui Surat Keputusan tanggal
30 September 1949 no. 35. Dengan Surat Keputusan itu, pihak Mangkunegaran
menganggap bahwa harta-barta kekayaan yang semula diambilalib Pemerintah
Indonesia Dbisa kembali dikuasai oleh pihak keluarga Mangkunegaran (Wasino,
2004: 7). Langkab tersebut menunjukkan babwa Mangkunegaran berlindung di
bawah Hindia Belanda terkait dengan kewenangan pengelolaan perusahaan.

Tanpa disadari langkah ini sejatigga menempatkan  posisi Mangkunegaran

semakin dijauhi oleh gfMasyarakat, karena dinildly kompromi dengan Hindia
' Oleh karena itu, ketika

Hindia Belanda Bl : g telah dikuasai oleh

Belanda saat tefjadi cl > indi mentinjukkan tidak teruji
kesetiaan Mang Indonesia. Oleh
karena itu, tidak
keberadaan Komisi Dané

Hal tersebut dapat anggal 17 Desember 1949,
Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Aset yang telah
dikuasai oleb Praja Mangkunegaran di bawab Fonds van Eigendommen van he/
Mangkoenegorosche R!JK" atau Komisi Dana Milik Mangkunegaran barns
diserahkan kembali kepada Pemerintab Republik Indonesia. Pada kondisi
demikian Mangkunegaran berusaha mempertahankan seluruh aset yang sudah
dapat dikuasi kembali. Mangkunegaran yang diwakili oleh kuasa keuangannya,
yaitu jabatan yang dipegang oleh Superitendent menolak untuk berkoordinasi
dengan PPRI dan posisi seluruh hasil dari perkebunan disimpan sendiri di dalam
De Javasche bank oleh Superintendent yang dijabat oleb Ir Sarsito
Mangoenkoesomo. Namun demikian kekuatan hukum Mangkunegaran lemah,
sehingga pada tabun 1952 aset-aset Mangkunegaran kembali dibek:ukan oleh
Pemerintah RI dan mewajibkan Mangkunegaran untuk menyerahkan pengelolaan

aset-aset Mangkunegaran kepada Pemerintab RI.
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Kondisi  tersebut rnerrucu  konflik terbuka antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Praja Mangkunegaran yang terjadi pada bulan Oktober dan
November tahun 1951. Pemerintah Indonesia berusaha mengarnbilalih kembali
manajemen pabrik gula pada akhir tahun 1951, setelah beberapa tahun kendali
manajemen industri itu berada di tangan Superintendent. Dalam hat ini,
Pemerintab RI masib menunjukkan adanya upaya baik mengajak Mangkunegaran
untuk membahas bersama Hal ini dapat dlihat dari Surat Menteri Dalam Negeri
tanggal 8 Nopember 1951 No Pem,
kedatangan KGPAA |

Superintendént un pertukar_pi irm memhi

06/5/8. Surat tersebut berisi harapan atas

angkunegara VIII beserta§anggota komisi lain  dan

akan lebih lan.jut tentang

S
in Indonesia (30

melalui telegram

akan tetapi pih jawab dak hersedia untuk datang
berunding. Ketid bukti keputusasaan
atau juga kepasrah Jadifbagian dari NKRI. Bagi
Pemerintah RI ketidak n Safasdindangan untuk pembahasau

aset Mangkunegaran bisa ditafsirkan, bahwa
Mangkunegaran sudah merelakan seluruh aset untuk dikelola oleh Pemerintah Rl
yang sebelumnya memang sudab diserahkan oleh Mangkunegaran melalui
KRMTH Ir. Sarsito Mangunkusumo kepada BPPGN dan PPN tahun 1946.

Usaha KGP AA Mangkunegaran pada 1946-1952 untuk mempertahankan
Daerah Swapraja berikut kewenangan atas aset Mangkunegaran, berakhir dengan
kegagalan. Kegagalan demi kegagalan saat meredam Gerakan Anti Swapraja dan
upaya mempertahankan aset telah meruntuhkan harapan KGP AA Mangkunegara
VII I, sehingga memilih tidak hadir dalam perundingan dengan Pemerintah RI
terkait aset Mangkunegaran. Sikap ini sejatinya semakin mengukuhkan hilangnya
kewenangan Mangkunegaran atas aset Mangkunegaran. Pemerintah RI menilai
ketidakhadiran KGPAA Mangkunegara Vill dalam perundingan aset sebagai
bentuk keiklhasan Mangkunegaran menyerabkan aset kepada Pemerintah RI.

Setelah  Mangkunegaran menolak hadir dalam undangan pembahasan aset
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Mangkuegaran, maka pada tahun 1952 akhimya seluruh aset Mangkunegaran
dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tahun 1952
Tentang Pembekuan Dana Milik Mangkunegaran (Arsip Reksapustaka MN
No0.464-19). Segala bidang pengusabaan yang pernab dilakukan oleb Pura
Mangkunegaran akhimya dibekukan dan beralih ke tangan Pemerintah Indonesia.
Kekayaan yang sebelumnya dikelola oleb Dana Milik Mangkunegaran terdiri dari
Perusahaan Gula Tasikmadu, Perusahaan Gula Colomadu, Perusahaan Kopi
Kerjogadungan, Perusahaan Serat-Nang

Pabrik Rokok "Priya

Mojogedang, Pabrik Genting Kemiri,

Perusahaan ~ Gamping Betal, Usaba Penanaman

Tembakau di Tawahe

Mang garan e
: ngku de

oleh sebagian besa

agkunegaran, diambilalib
Pemerintah RI.

Sejatinya Mangkunegaran

bergantung pag g karena adanya

kemampuan gan penguasa di

sekitarnya dala angkunegaran. Pada
egara kesatuan yang
berdasarkan asas dem@kréa ' - iliki  kekuatan dalam
memberikan  hak suara
meyakinkan rakyat atas kedudukannya, penolakan rakyat menjadi kuasa saat itu,
maka berakhirlab  kekuasaan Mangkunegaran. Demikian pula saat KGPAA
Mangkunegara VIII harus mempertahankan aset melalui kewenangan Komisi
Dana Milik Mangkunegaran meminta bantuan kepada kompeni, sehingga saat
kompeni tidak memiliki kekuasaan, maka berakhirlah kekuatan Komisi Dana
Milik Mangkunegaran.

Strategi Mangkunegaran  mempertahankan  aset di saat berdirinya RI
nampaknya tidak memiliki  kekuatan sehingga harus diikuti penanggalan
kewenangan ekonomi atas aset yang dimiliki Kejadian tersebut benar-benar
mengantarkan Mangkunegaran berubah drastis dari sisi ekonomi, walaupun saat
itu masih ada sikap baik dari RI dengan memberikan subsidi untuk operasional di
Mangkunegaran. ~ Sistem  pajak penghasilan  perkebunan, pajak pekerja

perkebunan, dan narapraja di Mangkunegaran yang diterapkan sejak tahun 1917
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(Metz, 1987: 43) sudah tidak berlaku. Pura Mangkunegaran sudah tidak memiliki
sumber penghasilan, harus berpikir ulang mencari uang untuk hidup menjaga
kelangsungan tradisi kehidupan Mangkunegaran.

Pada masa itu merupakan masa peralihan, situasi keuangan pura mengalami
kesulitan tidak ada bedanya dengan situasi politik dan ekonomi di Indonesia pada
umunya yang pada waktu itu, antara tahun 1946 hingga sekitar tabun 1952-an
juga mengalami kesulitan. Roda perekonomian Pura Mangkunegaran, bergantung

dari subsidi pemerintah. Pura tidakgdapat melakukan kegiatan-kegiatan yang

sifathya untuk pengembdngan eksistensi pura dala eraih simpatik masyarakat.

yang hidup di antara

monarki Surakarta emakin jelas kedudukan

Mangkunegaran menjad Indonesia.
Semangat  untuk angkunegaran masih  tetap
menggelora, upacara adat Mangkunegaran  masih dijaga dengan  subsidi
Pemerintah RI. Langkah Pemerintah Rl tersebut semakin mengukuhkan
kedudukan Mangkunegaran tidak ada ubahnya hanyalah sebuah miniatur pusat
pemerintahan dari masa lalu, untuk menjadi tontonan di era Kemerdekaan.
Mewahnya kehidupan yang sebelumnya dijalani karena adanya berbagai sumber
penghasilan  harus berakhir, berubah dengan hanya mengandalkan subsidi
pemerintah. Sementara itu tidak sedikit abdi da/em yang masih tetap bertahan
setia mengabdi di Mangkunegaran.

Behan yang tidak ringan, di saat peralihan Mangkunegaran dari zaman
kerajaan menjadi Pemerintah RJ. Mangkunegaran harus mengurus perawatan
seluruh aset bangunan dan harus berpikir tentang kesejahteraan abdi dalem yang
masih setia di Mangkunegaran tanpa sumber penghasilan yang jelas. Diungkapkan

oleh Surpiyanto (59) bahwa Mangkunegaran mendapat subsidi dari Pemerintah
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Jawa Tengah untuk gaji abdi dalem dan upacara tradisi sementara yang dari
Pemerintah Kota untuk perawatan ringan (Wawancara, 7 Nopember 2016).
Dengan demikian Pura Mangkunegaran harus berpikir mencari tambahan
penghasilan untuk biaya operasional Pura dan kesejahteraan abdi da/em,
mengingat gaji yang diberikan kepada abdi dalem dari subsidi pemerintah masib
di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Ada tugas yang tidak ringan terutama
terkait dengan terpenuhinya keuangan yang harus ditanggung Mangkunegaran.

Dapat dikatakan Mangkunegaran dala

mengantarkah keja
Mangkunegaran §

. e : .
Bangunan Praci : agaran berikut makna

Bangunan  Progi i , ng dapat melihat
keindahan interior : al i filka Mangkunegaran
sekitar tahun 1968
terbit Surat Keputusan
Presiden No. 30 Tahu § ; ; Kepariwistaan Nasional
yang menyempumakan rja badan pelaksana bidang
kepariwisataan  pusat. Keputusan Presiden tersebut terbit untuk mengatur usaha
pengembangan pariwisata nasional sebagai salah satu penghasil sumber devisa
Negara, yang saat itu masih suram, pengembangan  pariwisata  untuk
pembangunan ekonomi. Terbitnya Keputusan Presiden No 30 tahun 1969 tentang
Pengembangan  Kepariwisataan ~ Nasional tersebut memposisikan  bangunan
Pracimayasa menjadi objek komodifikasi Mangkunegaran mendapat dukungan
oleh Pemerintah RI.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, hilangnya kewenangan politk dan
ekonomi Mangkunegaran sejatinya terjadi karena adanya akumulasi penolakan
logosentrisme  Mangkunegaran oleh masyarakat, Pemerintah Rl di samping
Mangkunegaran ~ sendiri mengantarkan Mangkunegaran dalam kondisi pailit,
sehingga memicu semangat pengembangan seni dan budaya melalui bisnis

Mangkunegaran yang akhirnya menjadikan bangunan Pracimayasa menjadi objek



157

komoditas. Peristiwa tersebut dalam pandangan Derrida dapat dikatakan bahwa
komodifikasi bangunan Pracimayasa adalah realitas yang bersifat organik dan
decentering. Yang dimaksud realitas bersifat organik dalam hal ini adalah
terjadinya komodifikasi bangunan Pracirnayasa karena adanya jaringan yang
saling berhubungan antara kondisi dan situasi di Mangkunegaran sebelum
kemerdekaan maupun setelab kemerdekaan dalam kancah Negara RI. Adapun
decentering yang dimaksud di sini adalah komodifikasi bangunan Pracimayasa

terjadi karena adanya realitas yang i_di Mangkunegaran dalam berkehidupan

I, berjalan berdampingan,

eleburkan diri kecuali

Kernerdekaan R isTh dai bagian dari warga
Negara Indonesig perundangan yang
berlaku baik di bahkan tingkat desa.
Layaknya warga esia i pertahankan  hidup harus
bekerja dalarn satu lingkunge i an argafnegara lain. Mangkunegaran yang
dipimpin oleh seorang pengageng tidak ada bedanya dengan warga negara
Indonesia yang lain, karena pengageng banyalah pemimpin dalarn satu
lingkungan vyang tidak ada garis strukturalnya dengan Pernerintab RI, tidak
memiliki ~ kewenangan  pernerintahan  kecuali di dalam lingkup  kerabat
Mangkunegaran.

Untuk rnenjaga keberlangsungan pura, pengageng harus berpikir untuk
dapat rnernenubi kebutuhan hidupnya secara pribadi rnaupun keberlangsungan
Pura Mangkunegaran. Keberadaaan pura yang masih memiliki abdi da/em yang
jumlalmya tidak sedikit, masih setia turut serta dalam menjalankan  tugas
Mangkunegaran  sebagai pusat budaya. Mangkunegaran rnernerlukan dana untuk
kebutuhan  biaya hidup, biaya operasional seluruh  aset, tambahan  biaya

kesejahteraan seluruh abdi dalem.
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Menurut Marx, manusia pada dasarnya produktif. Artinya, untuk bertahan
hidup manusia perlu bekerja dengan mengekploitasi alam (Ritzer & Goodman,
2003: 31-34). Bekerja untuk menghasilkan kebutuhan lain yang memungkinkan
manusia dapat hidup. Produktivitas bersifat alamiah, yang memungkinkan
manusia mewujudkan dorongan kreatif mendasar dan yang dimiliki.  Dorongan ini
diwujudkan bersama-sarna dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia pada
hakikatnya adalah mahluk sosial, mereka perlu bekerja sama untuk menghasilkan

segala sesuatu yang mereka perl untuk hidup. Kedudukannya sebagai

ntuk dapat menjaga

seni dan buda¥e j A ' i leh UU RI no U
Pemerintah Kotaf dan masyarak alam “pengelolaan  cagar budaya di

Pada situasi yang agar budaya yang dilakukan
Mangkunegaran  untuk tradisi dengan menyertakan
bangunan Pracimayasa menjadi komoditas di antara kepentingan yang sifatnya
rasional, yakni pembangunan ekonomi menjadi menarik dalam perdebatan
sebagai sebab terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa. Oleh karena itu,
Mangkunegaran  dalam kancab tlikungan kapitalisme sebagai sebab terjadinya
komodifikasi bangunan Pracimayasa dapat diurai menjadi dua yakni masuknya
kapitalisme dalam pembentukan Mangkunegaran dan masuknya ideologi pasar

dalam pengelolaan aset Mangkunegaran.

I. Masukrya Kapitalisme Dalam PembentukanMangkuregaran

Secara umum masyarakat rnengembangkan sistem ekonominya secara
bertahap, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling maju.

Kemajuan  ekonomi  dalamo..masyarakat  dapat diukur melalui  segi
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penggunaan penalaran, barang kapital yang digunakan, alat pertukaran
barang, dan motivasi pendorong kegiatan ekonomi (Soetrisno, 1984 7).
Sombart membagi sistem ekonorni menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra
kapitalisme, tahap kapitalisme dan tahap post kapitalisme (dalam Soetrisno,
1984:  118). Pada tahap pra kapitalisme, motivasi yang mendorong
masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang paling kuat adalab
memenuhi  kebutuhan hidup. Kemudian pada tahap kapitalis, kegiatan

ekonomi didorong untuk mepeari laba. Dalam tabap kapitalis dibagi

menjadi tiga tahap’ yaitu tabap permulaan, tabdp tingkat tinggi, dan tingkat

akhir. Pada mencari keuntungan

kemiskinan! infra ) 8 Pad itali tingkat akhir,
spentingan  masyarakat
Sebelum adanya A € apitalis, sifat ekonomi masyarakat
(tradisional) sudah ada dan berkembang, vyaitu ekonomi sederhana yang
dianut oleh penduduk masing-masing di Nusantara. Setelah masuknya
bangsa Barat, kapitalistik menjadi sifat ekonomi penguasa. Sistem ekonomi
ini diadopsi dari dunia Barat dengan motif tujuannya adalah mencari laba.
Transisi sifat ekonomi tradisional ke kapitalistik terjadi saat bangsa Barat
menjajah  Indonesia. Walaupun pada pasca kolonial, ada keseimbangan
antara ekonomi kapitalis dan tradisional yang sama-sama kuat. Dua
ekonomi yang berdampingan dengan sifat yang berbeda itu disebut dengan
sistem ekonorni dualistikldualistische economie (Soetrisno, 1984: 121).
Akhimya tidak dapat dipungkiri dua sistem, yakni ekonomi kapitalis dan
tradisional telah berjalan di Nusantara.

Suburnya tanah di Jawa yang mendorong adanya sistem ekonomi

tradisional, mengingat hampir tanah di seluruh Jawa dapat ditanami untuk
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keperluan pangan. Pulau Jawa memiliki 79 gunung berapi aktif yang
meletus sejak tahun 1600-an sehingga Jawa memiliki kesuburan tanah yang
lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, sementara itu bagian
utara pulau ini terbampar daratan aluvial yang cocok menjadi wilayab
pertanian pangan, sedangkan pegunungan tengah umumnya cocok untuk
jenis tanaman berumur panjang, namun dapat juga ditanami tanaman
pangan (Ahmady, 2010: 9). Sebelurn bangsa Barat menjajah Pulau Jawa,
digerakkan

perekonomian  Jawa masih oleh rakyat dengan ditandai

kesibukan  sehari 8bagai petani, nelayan dan

pedagahg (Depgdi gnomi  masyarakat Jawa
masib bersifa \ dorong masyarakat

melakukan £ kegi ol : i kebutuhan hidup.

upah, pe i % Dagianiya gan pEnggunaan peralatan
modal yang&masih befsif disi i ' :

dalam kegiatan ekonomi

dapat dilibat dari%k perti  menanam padi. Menurut
semua kegiatan yang membutuhkan penanganan khusus pada tanaman padi
dan dilakukan oleh perempuan, di mana menanam benib dan menuai
tangkai-tangkai padi yang sudah masak menjadi tugas mereka (Kano, 1996:
84). Di pedesaan Jawa, hanya ada dua kelas masyarakat, yakni pemilik
tanah dan buruh. Sistem upah sebagai buruh dalam pengolahan tanah
menjadi tradisi di tanah Jawa. Hubungan relasi patron-klien  sangat
mewamai kehidupan sosial di Jawa. Tidak semua petani memiliki tanab,
sehingga agar mereka dapat melangsungkan hidupnya, mereka bekerja
sebagai burub pada tuan tanab. Hasil dari produksi pertanian biasanya
dibagi antara petani dan tuan tanah.

Kegiatan perekonomian tradisional erat bubungannya dengan pasar
tradisional. ~ Pasar tradisional lahir dari keinginan  manusia  untuk

memperoleh bahan kebutuhan dimana terjadi transaksi antar manusia.
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Mereka sating bertukar barang yang mereka miliki untuk mendapatkan
barang yang dikehendaki, misalnya, antara petani, peternak, nelayan terjadi
tukar menukar hasil produksi rnereka masing-masing. Pertukaran tersebut
awalnya berlangsung di berbagai tempat, tetapi lama-kelamaan tercapai
kesepakatan bersama untuk menentukan suatu lokasi yang menjadi pusat
barter (Malano, 2011 1). Pusat barter sering disebut dengan pasar
tradisional, yakni tempat berlangsungnya tukar menukar barang Pada pasar
ba

merambah pada kebutuha

tradisional tukar menukar tidak hanya terbatas pada keperluan

pangan, namun juge andang.

Kebiasa a tidak banya mencakup

eremonial keagamaan

apa yang mereka

akan pernah sia-sia

Kebangkitan Eropa pada abad pertengahan mempunyai dampak pada
upaya ekspansi perdagangan Eropa ke Asia Tenggara Setelah Malaka jatub
ke tangan Portugis, penguasa Demak bernama Pati Unus berusaha mengusir
Portugis dari daerah itu, namun serangan yang dilakukan pada 1512 tersebut
gaga] dengan gugumya Raja Demak dan berdampak pada hancumya
perekonomian dagang Demak (seperti cabe Jawa, asam, kapulaga, beras,
dan sayuran) yang awalnya dipandang sangat laku di pasaran Mataka (Pires,
2014 258). Setelah penyerbuan itu, Demak semakin melemah dan
dampaknya adalab terjadi pertikaian antarkerajaan bawahan Demak.

Sepeninggal ~ Pati Unus, raja-raja Jawa tidak ada yang berani
melanjutkan perjuangannya. Mereka lebih memilih  memerangi kerajaane
kerajaan Kkecil pecahan Majapahit untuk memperluas kekuasaan. Sehingga

pada saat itu, Jawa menjadi medan peperangan luas hingga muncul
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pemenang, Yyakni kerajaan Mataram (Ahmady, 20L0: 63). Sepeninggal
Sultan Agung, Mataram mulai mengalami perpecahan. Konflik antarkerabat
Mataram yang menginginkan menjadi penguasa Mataram tersebut
dimanfaatkan oleh VO€ untuk mengukuhkan kekuasaannya di Jawa melalui
Perjanjian Gianti pada tahun 1755 (Ahmady, 20 10: 64). Akhirnya Mataram
dipecab menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Runtuhnya kedaulatan
Mataram menjadi awal mula dari pergeseran ekonomi tradisional Jawa ke

perekonomian kapitalis yang ditagamkan oleh bangsa Barat.

Perjanjian akarta dan Surakarta yang

disusulz Perjanjia gkunegaran mengakhiri

emecah belah dan

menguasi ataram menjadi
Yogyakafta dan penjadi dua, yakni
Kasuna saat itu kesetiaan
rakyat pade fesa dan pusat-pusat
kekuasaan, tau basil panennya
kepada raja emacarn ini VO€ dapat
mengeruk keuntu n para raja dan elit lokal.

Kehadiran beberapa¥aja‘ej ji"memudahkan VO€ dalam mencari
keuntungan, berbeda kalau di Jawa hanya ada satu raja. Perjanjian Gianti
dan Salatiga menjadi awal dari Kapitalisme Belanda di Jawa Pada tahap ini,
Belanda mengembangkan Kapitalisme Permulaan, yaitu dengan mencan
laba sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sebenamya VO€ tidak memiliki kebebasan untuk menguasai tenaga
kerja di selurub Jawa. Setelah Priangan jatuh ke tangan VO€, kemudian
mereka memberlakukan Priangan Ste/set di Jokasi itu. Priangan Ste/set
merupakan strategi VO€ untuk mengerahkan tenaga rakyat lokal melalui
seruan bupati dan adipati untuk menanam kopi di sebagian lahan mereka.
Kopi itu kemudian dibeli VO€ dengan harga yang dipatok sepihak Kopi
merupakan sumber pendapat.an penting bagi VO€. Di wilayah lain, seperti
pesisir utara dan timur Jawa, VO€ juga melakukan kesepakatan yang sama

dengan para penguasa lokal untuk menambah kas negara melalui sektor
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agraria. Namun bedanya, VOE€ tidak turun langsung ke lapangan. Mereka
menyerahkan mekanisme produksi ke para pejabat lokal agar aliran hasil
produksi terjarnin - untuk VOE€. Lewat struktur lokal feodalisme, yang
disokong dengan relasi patron-klien, rakyat dipaksa untuk menjadi
penyuplai basil bumi yang nantinya diserahkan kepada VOE€. Pada akhir
abad ke 18, VO€ mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut karena
VOE€ hanya mengandalkan monopoli perdagangan saja, tidak melakukan

kendali langsung atas produksigf@itambah dengan korupsi oleh pejabat VOC.

Akhirnya pada ta 1799, vOC yang korup dan selalu rnerugi dibubarkan

(Ahmady, 2010;

militer, dam, pengur

kapitalistik (Ahma alan Raya Pos berarti dapat
menghubungkan antardag lancamya  sistem  dagang
antardaerah, mudahnya  komunikasi  antar cabang industri  sehingga
memperlancar jalannya perdagangan VOC.

Revolusi Industri yang didorong oleh penemuan mesin uap dan modal
perekonomian baru atas tenaga kerja bebas dan ekonomi pasar menjadi
dasar persaingan dagang antarnegara Eropa. Persaingan dagang tersebut
membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Marschalk
Herman William Daendels adalah perwira Belanda yang diberi tugas oleh
Raja Belanda untuk mempertahankan Pulau Jawa dari gempuran Inggris.
Kemudian  dia merestruktur ~ sistem  politk  wansan VOE€ agar
pemerintahannya tidak terhambat oleh kekuasaan yang dimiliki raja-raja dan
adipati-adipati  Jawa. Kekuasaan raja yang pada masa VOC berkuasa
bersifat otonom, mulai dirubah menjadi terpusat dengan model Pegawai

Negeri. Raja-raja ataupun penguasa wilayah, tidak lagi diperkenankan untuk
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menarik hasil bumi dari rakyat, tetapi saat itu yang berwenang adalah
administrasi Belanda (Ahmady, 2010: 67). Belanda menguasai seluruh
administrasi dan sistem penggajian dengan uang diberlakukan secara
sentralisasi.  Kerajaan-kerajaan tidak  memiliki kekuasaan dalam
pengelolaan ekonomi termasuk untuk menarik hasil bumi lagi.

Hubungan Daeodels dan penguasa pribumi tidak lagi berkaitan dengan
kegiatan dagang, tetapi sudah menjadi tuan dan kaki tangannya. Raja-raja

pribumi dan penguasa wilayabg@ijadikan sebagai pegawai yang menerima

gaji dan harus b dan tunduk pada majik Lewat sistem ini pula,

Daendéls b seluruh  Jawa agar
erja paksa. Raja tidak
kuasaannya. Semua
i_yang digaji yang
adap Bupati  yang

mestinya dikuas oleh § Daeodels,  dipaksa
menyediaka

Pasca bawah administratif
Hindia Belanda Jetelah Raffles resmi melepas
Jawa, tabun 1819-1830 mMeLupe i@de ndustrialisasi Jawa, tahun 1830

Pemerintahan Van den Bosch diwarisi hutang melimpah oleh pendahulunya.

Kondisi ekonomi Kerajaan Belanda yang porak-poranda akibat perang,
mengharuskan pernerintah  Hindia Belanda mencari cara untuk membangun
kembali perekonomian Belanda. Untuk itu, Van den Bosch menerapkan
sistem kultur (cultur stelsel) atau dikenal sebagai tanam paksa. Pergantian
patron lama (raja) ke patron baru (kaum kapitalis) menimbulkan tuntutane
tuntutan baru pada ekonomi pedesaan. Kerja paksa dan beragam kewajiban
yang dibutuhkan oleh pabrik menambah beban rakyat (Lindblad, 1998:
272). Pelaksanaan sistem tanam paksa berdampak pada perluasan tanab
perkebunan.  Kebutuhan  tanah dan tenaga kerja di berbagai daerah
mempengaruhi  pergeseran pedesaan pertanian sub sistem menjadi pertanian
perkebunan yang dikelola modal asing. Pergeseran struktural terjadi akibat

proses komersialisasi dan komodifikasi tanah, tenaga kerja dan produksi
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pertanian. Hal itu menandai telah terjadi gejala polarisasi dan proletarisasi di
pedesaan Jawa (Kano, 1996: 295).

Pada era Mangkunegara IV (1853-188! ), ada usaha penggalian sarana
ekonomi sebagai usaha mernbawa Mangkunegaran memiliki kekuatan
ekonomi. Mangkunegara IV mengawali dengan mempelajari secara cennat
sistem agraria di wilayab Mangkunegaran. Hal yang utama dipelajari adalab
syarat-syarat pemilikan tanah, hukum tanah yang menunjukkan bahwa raja

atau penguasa memiliki hak mutlak. Tetapi hak itu terbatas pada tanah-tanah

yang urusan keudhgannya Jangsung dikuasal®yraja, sehingga tanah yang

diberikan sebage Bgguh dan apanage tidak
e ,

Lang 3 arena pasca Perang

rakyat sebagian  hasil

buminya kerja rodi, gugur

yang diambil Gub - gn dianggap tidak bijak, oleh
karena itu Komisar Gisignis  mencabut kebijakan
tersebut. Baru 12 tahun kemudian persewaan tanah di vorstenlanden diatur
lagi oleh pemerintah Hindia-Belanda dengan diterapkannya peraturan baru
yang berisi bahwa yang boleh menyewa adalah :

1) Orang yang berkebangsaan Belanda dan penduduk pulau Jawa.
2) Memahami adat-istiadat dan bahasa Jawa
3) Lama bisa mencapai 20 tahun (Pringgodigdo, 1950:. 54-57).

Mencermati peraturan tersebut, berarti penduduk vyang tinggal di tanah itu
hanya dianggap sebagai penumpang yang dibarasi waktu sewa dan mereka
dikenai keharusan Kkerja.

Kondisi ini mernbuat Mangkunegara N rnenata strategi pembangunan
ekonomi, disebabkan karena alasan peningkatan kesejahteraan rakyat

walaupun di balik itu ada keinginan kuat untuk bertahan dan kokohnya

Mangkunegaran. Terdapat lima langkah yang dilakukan Mangkunegara N,
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yaitu: (I) Mempelajari berbagai aturan tentang persewaan tanah yang
dikeluarkan oleb Gubernemen. (2) Mangkunegara 1V memutuskan untuk
menarik semua tanah yang disewa dan tidak memperpanjang kontraknya,
(3) Ta membebaskan tanah perkebunan kopi yang disewa pengusaha asing
serta menarik tanah lungguh untuk menjadi milik keluarga kerajaan kembali
(4) Pada tabun 1862, ia menarik tanah-tanah apanage dan menggantinya

dengan uang kepada yang berhak menerima (5) Menetapkan ganti rugi tiap

) IV, nampaknya
e
Mangkune@ara ‘ﬁ sadar Mangkunegaran ~ mampu

mengusz

akan iri ta
tkan Ke

pgkunegaran pun

juga akam, men

pengelolaan yang diharapKap”dapatfeaghasilkan lebih banyak.

Sebelum Mangkunegara IV berkuasa, sebagian tanab milik Praja
Mangkunegaran diberikan kepada para bangsawan dan pejabat kerajaan
sebagai gaji mereka. Tanab ini dinamai tanah lungguh. Meskipun secara
hukum tanah ini milik raja, tetapi dalam penggarapannya merupakan hak
pemegang tanah (lungguh). Saat liberalisasi agraria diterapkan di Hindia
Belanda, banyak tanah lungguh disewakan kepada pihak asing. Akibatnya
banyak bangsawan kehilangan pendapatan. Oleh para pemilik modal, tanah
lungguh ini digunakan sebagai untuk perkebunan. Cara tersebut dipandang
kurang menguntungkan dengan sistem sewa tersebut, maka raja dalam hal
ini Pengageng Mangkunegaran berusaha rnengambil kembali tanahnya
untuk dikelola sendiri dengan tidak memperpanjang masa kontrak investor
barat atas tanah tersebut (Wasino, 2008: 37).
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Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan Mangkunegara IV menarik
tanah-tanah apanage yang semula digunakan sebagai gaji bagi kerabat dan
narapraja Mangkunegaran untuk dikelola sendiri oleh Mangkunegaran.
Tanah-tanah apanage vyang semula dikerjakan  penduduk ditarik
Mangkunegaran  sehingga penduduk Mangkunegaran  beralih ke sektor
perkebunan. Mangkunegaran ~ mengeluarkan peraturan, kepada semua
pengelola  perkebunan untuk menggaji karyawannya dengan gaji uang.

Dengan adanya peralihan tersebuit, maka mulai diberlakukannya sistem uang

itulah  Mangkunegaran  mulai
ja Mangkunegaran untuk

kas praja. Pajak

pundi-pundi  gulden,

tadi kemudian dijadikan sebagai modal industri gula yaitu pengembangan
perkebunan tebu. Mimpi Mangkunegara IV untuk mendirikan pabrik gula
Colomadu pun terwujud. Dengan manajemen yang baik serta peralatan
yang memadai, panen perdana pada tahun 1862 dapat menghasilkan 6.000
pikul gula dari tanah seluas 135 bau sawah. Hasil tersebut pada saat itu
sudah tergolong baik karena mampu menyamai hasil produksi dari pabrike
pabrik gula yang sudah lama berdiri sebelumnya (Wasino, 2008: 54-57).
Tanpa terasa sebenamya usaha KGPAA Mangkunegara IV tersebut
merupakan perjuangan untuk kepentingan Mangkunegaran. Mangkunegara
IV menerapkan sistem  kapitalis  dalam  sistem perkonomian
pemerintahannya yang ditandai adanya upaya mencari keuntungan yang
sebanyak-banyaknya melalui perubahan sistem ekonomi yang menerapkan

upah dan sistem pajak pada setip usaha yang mendatangkan keuntungan
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untuk penguatan Mangkunegaran secara khusus dan pada umumnya sebagai
sebuah pemerintahan.  Mangkunegara IV berusaha mencari  keuntungan
sebanyak-banyaknya dengan cara mengubah cara pengelolaan tanah dan
sistem pajak untuk memperkuat perekonomian Mangkunegaran. Apa yang
dilakuakan  oleb Mangkunegara IV Dboleh dikatakan sebagai bentuk
perjuangan untuk mengimbangi adanya kapitalis yang memang sudab
masuk dan tidak dapat dihindari dalarn sistem pemerintahan  saat itu.
IV dalam menata ekonomi di

Mencermati usaha Mangkunegara

ajukan  pendidikan,
erbaiki  infra struktur

hanya semata-mata

kirkan kepentingan

gan membantu memajukan
pendidikan, memberantas kemiskinan, dan infrakstruktur umum. Selama
kurun waktu politik etis, Praja Mangkunegara sebagai kaum kapitalis lokal
berusaha untuk membangun sektor nonpemerintahan seperti pembangunan
infrakstruktur, pembangunan pertanian dan pertanahan, pembangunan
kehutanan, serta pembangunan pendidikan dan kebudayaan (Wasino,
2014:161).

Kapitalisme  yang dilakukan oleh industri gula Mangk:unegaran
sebagaimana tersebut di atas berbeda dengan kapitalisme Eropa. Bentuk
kapitalisme pada industri gula Mangkunegaran merupakan kapitalisme
priayi. Kapitalisme ini ditandai dengan ciri utama, yaitu keuntungan yang
diperoleh dari basil reproduksi modal, selain untuk pengembangan modal,
juga untuk memenuhi sernua kebutuhan trah dan rakyatnya. Berkembangnya

industri  gula di Mangkunegaran memberikan pengarub positif bagi
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perkembangan perdagangan, dan juga mernengaruhi perubahan sosial dan
suasana politik tingkat lokal. Industri gula Mangkunegaran juga telah
berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, di
sisi lain, adanya keuntungan-keuntungan ini juga telah melahirkan berbagai
penyakit sosial, seperti pencurian, penggunaan candu, dan prostitusi. Hal ini
menunjukkan bahwa ekonomi perkebunan tebu mempunyai ikatan simbiotik
dengan ekonomi desa

Birokrasi pemerintahan ya secara umum menganggap kekuasaan

bersifat  feodal, pirokratis.  Mangkunegaran

merupakan salak geDersifat aristo-demokratis

ditarik  d oy sej ; memupuk  diri di
' abad XV sudah

2004: 99-182). it i elit pengusaha pail it
karena kegagalan s ' Sultan_A dibarengi runtuhnya
kongsi daga perniagaan  laut. Latu,
berkembanglah
dengan rakyat kebanyaka

Mangkunegara 1V (1853-188!) berusaha mematahkan mitos mt.
Beberapa waktu setelah memegang tampuk kekuasaan, ia membangun basis
ekonomi modem, berupa perkebunan kopi dan industri gula Lahan yang
semula disewakan kepada para pengusaha Eropa oleh para pemegang
lungguh  (tanah jabatan) untuk industri perkebunan diambil alih dan
dikembangkan sendiri sebagai basis ekonomi praja (kerajaan). Ada tiga hal
yang melatarbelakangi  Mangkunegara IV mengembangkan industri
onderneming (perkebunan). Pertama, gula merupakan produk ekspor yang
laku keras di pasaran. Kedua, tanaman tebu sudah terbiasa ditanam di
sejumlah daerah Surakarta. Ketiga, penghasilan Kkerajaan dari pungutan

pajak tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup para bangsawan (Annkurnar,

1980: 30-31 ).
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Perubaban sosial masyarakat Surakarta akibat kebadiran industri gula
dapat dilihat dari adanya cara pandang masyarakat yang berubah lebih maju
karena dapat bersekolah dengan adanya pembiayaan dari pihak pabrik gula
yang telab dianggarkan oleh penguasa. Fasilitas kesebatan berupa poliklinik
di lingkungan pabrik telah meningkatkan standar kualitas hidup penduduk.
Masyarakat diajari hidup sehat dengan dibangun jamban-jamban,
Bersamaan dengan kemajuan perkebunan telah berdampak pada kemajuan

wilayah Surakarta pada umumnya, Jaringan transportasi dan perdagangan di

wilayah perkotag®™ dan pedesaan berupa RKereta api untuk keperluan
a isolasi desa-desa di
a ah raya yang membuka
peluang kafja di ' asi Nefride Sinegatifuya pun tidak
i 2lab menyebabkan
( : ifannya melahirkan
ketidakpudsan di@ngan ' pgke masyar

pengaruh politik : embang di abad 20

t terpiliggirkan. Imbasnya,

angkunegaran. Kecu

Dari uraian Aas™ maka ™k an dapat dipandang bahwa
komodifikasi atas berbagai bangunan yang ada di Mangkunegaran terjadi
karena sudah sejak dahulu Mangkunegaran mulai terkapitalisasi dengan
pemikiran Barat, sehingga menjadi wajar jika kini Mangkunegaran dirasa
mengulang kembali romantisme kapitalisasi Barat tersebut. Dampaknya,
Mangkunegaran tumbuh dan berkembang dengan naluri dagang yang tinggi
dengan didasari berkaca pada realitas sejarah. Mangkunegaran merupakan
kerajaan yang mewarisi tradisi dagang para penerus Mangkunegaran yang
sukses dalam berbisnis. Sejak Mangkunegara | disebutkan bahwa pendiri
Praja Mangkunegaran ini mulai menghasilkan produk yang dijual kepada
VOe€, serta meminta VO€ memberi petunjuk soal penanaman lada dan nila
Selanjutnya, terns berkembang mulai perkebunan kopi, Pabrik Gula

Colomadu, dan Tasikmadu, perusahaan serat nanas Mojogedang, persewaan
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rumah di Pindrikan Semarang, Solo dan Wonogiri, hotel di Karangpandan,
dan perusahaan padi Mayaretna.

Kapitalisme priyayi seperti ini kemudian menjadi ideologi usaha di
Mangkunegaran, sehingga tak hanya meningkatkan modal lebih besar tapi
juga memperhatikan kesejahteraan keluarga dan rakyatnya Pada bidang
pengelolaan keuangan, di Mangkunegaran pada tabun 1916 terjadi beberapa
perubahan. Pada tahun tersebut dibentuk sebuah komisi yang mengurus
mt dinamakan Dana Milik

keuangan  Mangkunegaran, _gladan

Mangkunegaran. gadan ini bekerja untuk yempurnakan reorganisasi

keuang'an dan s loya dan dana ini diurus

penerima

tradisional.

Uraian di atas, menyiratkan bahwa Mangkunegaran sejak awal
pendiriannya tidak lepas dari tumbuh dan berkembangnya kapilatis di
Mangktmegaran. Kehadiran Barat tidak sepenuhnya ditolak, beberapa
diadaptasi  disesuaikan untuk diterapkan di Mangkunegaran. Didorong
keinginan ke luar dari tindasan, selain menjadi pusat pemerintahan turut
serta mengembangkan usaha untuk penguatan ekonomi. Setelah
Kemerdekaan RI, Komisi Dana Milik Mangkunegaran dibekukan dan
selurnh aset dikuasai Pemerintab RI, memposisikan Mangkunegaran dalam
keadaan pailit. Keterpurukan ekonomi tidak hanya dialami  oleh
Mangkunegaran, tetapi hampir seluruh rakyat Indonesia akibat dari

peperangan perebutan kekuasaan.
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Untuk menghadapi keterpurukan ekonomi, Pemerintah RT mencoba
melakukan  penJaJagan ~ dalambidang  Pariwisata. =~ Pada tahun 1952
dikeluarkan Keppres Pembentukan Panitia Inter-Depertemental Urusan
Tourisme, yang bertugas untuk mengusahakan kemungkinan dijadikannya
Indonesia sebagai Tourist Destination atau Daerah Tujuan Wisata (DTW).
Bersarnaan dengan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia salah satunya
Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang berlangsung di Bandung tanggal 18-24

April 1955 berpengaruh positif, pada bidang kepariwisataan Indonesia

lan Perhubungan dibentuk
pangan pariwisata dinilai
gairah orang-orang
lahirlah  Yayasan
Touris Tujuan utamanya

pariwisata secara

terkecuali terjadi di
ayasa tempat tinggal
keluarga Mangk G i add@ zaman penjajahan Belanda
dijadikan objek tujua al privat tentang tempat tinggal
keluarga Mangkunegaran di masa kolonial menjadi daya tarik yang
disuguhkan. Ditinjau dari tahun dibukanya wisata di Mangkunegaran
menunjukkan sasaran utamnya adalah manca negara, mengingat tahun
tersebut perekonomian rakyat Indonesia secara umum masih dalam keadaan
terpuruk akibat G 30 S PKJ. Pesona indahnya Pulau Jawa menjadi tujuan
wisata manca negara sejak awal abad ke-20. Hal ini disebabkan, Pulau Jawa
saat itu mengalarni perkembangan pembangunan pesat utamanya pada
bidang transportasi darat yakni pembangunan rel Kkereta api dan Jalan Pos
Besar yang menghubungkan pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur
telah sehingga memudahkan mobilitas darat baik untuk keperluan
perdagangan, industri perkebunan, pemerintahan, pos, tanpa kecuali
mendorong dunia pariwisata. Berbagai fasilitas penginapan juga

berkembang semng dengan perturnbuhan kota-kota di kawasan Hindia
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Belanda, vyang sejatinya untuk mempennudah usaha dagang kompeni
berdampak pada tumbuhnya dunia pariwisata di Pulau Jawa
(http://fauzihistory/sejarah-pariwisata-zaman-orde-lama-1945, html  diakses
15 Juni 2016). Pengembangan pariwisata oleh Pemerintah RI, kembali
digalakkan untuk pembangunan ekonomi.

Pemerintah mendorong pertumbuhan pariwisata dengan menerbitkan
Instruksi  Presiden RI No. 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan
Inpres ini diterbitkan untuk

Pengembangan  Kepariwisataa asional.

pengembangan  pariwista

opres No. 9 Tahun 1969

memberikan pe
Usaha-Llsaha
sebagai bey
serta kebug® v RS daya Warik kepariwisataan;
(2) MesWediak i ili ilitase= asi, akomodasi,
entertali i imggEang diberlukan, tennasuk
pendidikan® kader gy @Riosi  KPpariwisataan  secara
(4) Mengusahakan
kelancaran U-lintas para wisatawan
dan demikian ang menghambatnya;  (5)
Mengarahkan  Kkebijg perhubungan,  khususnya
perhubungan udara, sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan
melancarkan arus wisatawan.

Dari kutipan tersebut nampak jelas, bahwa bangunan Pracimayasa
sebagai peninggalan sejarah menjadi objek bagian dari destinasi pariwisata.
Namun di sisi lain pada Bab IV Pasal 13 berisi tentang Pengamanan
Kebudayaan dan Benda-Benda Peninggalan Sejarah agar Pengamanan
Kebudayaaan dan Benda-benda Peninggalan Sejarah. Dalam rangka usaha
pengembangan  kepariwisataan agar diperhatikan  ketentuan-ketentuan
sebagai berikut. (1) Tidak merugikan kebudayaaan masyarakat Indonesia
serta perkernbangannya; (2) Dilakukan usaha-usaha pengamanan bendas
benda peninggalan sejarah serta binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan
yang dilindungi di dalam margasatwa terhadap bahaja rusak atau hilang

dengan antara lain memperkeras pelaksanaan peraturan-peraturan yang


http://fauzihistory/sejarah-pariwisata-zaman-orde-lama-1945
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sudah ada; (3) Dilakukan usaha-usaha pengamanan terhadap usaha-usaha
yang khas Indonesia (nasional maupun daerah) yang mungkin terdesak oleh
perkembangan pariwisata.

Terbitnya Inpres no 9 tahun 1969, memposisikan Mangkunegaran di
dalam menjaga warisan budaya masuk dalam tlikungan kapitalisme. Di satu
sisi keindahan peninggalan sejarab menjadi daya tarik sehingga dijadikan
destinasi wisata yang pengelolaaannya mendapat dukungan, namun di sisi

lain memiliki tugas harus mgmjaga kelestariannya dan perkembangannya

untuk tidak merugikan masyarakat maupun dgara. Berbagai peraturan dan

instruksi pemeg gan pariwisata dalam
esejah raan rakyat. Upaya
Mangkunegaran T isiK gai pusat seni dan budaya

gkitamya. Bangunan

Kemerdekaan Rl menyisakan
sebagian aset Y. angkunegaran  dalam tugas
barunya sebagai pusat dan bldaya Untuk kepentingan tersebut
pegembangan seni dan budaya dijalani dengan melalui jalur formal dan
non formal. Secara formal pengembangan pariwisata budaya dikelola oleh
Kantor Pariwisata di bawah Kantor Mandrapura. Kantor ini bertugas
mengelola seluruh aset termasuk termasuk di dalamnya mengelola wisata.
Keberadaan Kantor Pariwisata merupakan bukti, bahwa secara sadar dan
terencana pengelolaan aset Mangkunegaran dipengaruhi oleh ideologi
pasar.

Menurut  Takwin (2003 5) vyang dimaksud ideologi adalah
sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia
dalam bertingkah laku mencapai tujuan tertentu. Pasar merupakan tempat
orang jual dan beli (KBBI, 200L 65! ). Pasar merupakan salah satu sistem,

institusi, prosedur, hubungan,sosial,.dan infrastruktur tempat menjual
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barang, jasa dengan imbalan wuang. ldeologi pasar yang dimaksud pada
pembahasan ini adalah sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi
Mangkunegaran  dalam mengelola aset peninggalan  sejarah  untuk
mencapai tujuan sebagai pengembangan seni dan budaya dijalani dengan
cara memberlakukan imbalan wuang. Orang dapat melihat keindahan
berikut infonnasi tentang sejarah seni dan budaya Mangkunegaran dengan
cara memberikan imbalan uang.

Oleh karena itu, kehadi biro travel intemasional sekitar tahun

memberikan  tawa

egaran an tentang wisata budaya
an, bahwa;

internasional saat itu
unegaran sehingga
lunch. Wisatawan

g ingin menacari
engan yang dapat
dijadikan alternatif

yang selama ini sudah
u untuk dinner atau lunch

lunch” (wawancara °©

Maraknya wisata budaya merupakan peluang usaha yang dapat
menjanjikan untuk dapat menghasilkan uang lebih banyak ketimbang
wisata regular yang sebelumnya sudah digeluti oleh Mangkunegaran.
Dijelaskan oleh Joko Pramudyo, bahwa:

"Mangkunegaran dalam mengelola pariwisata menerima kebadiran
berbagai biro travel yang membawa turis/ wisata di Mangkunegaran
tidak hanya dari instansi pemerintah namun juga instansi swasta
maupun organisasi masyarakat untuk menjadi mitra kerja. Hal ini
dilakukan dalam rangka meningkatkan anirno wisatawan  di
Mangkunegaran "(wawancara, 7 Nopember 2016).

Uraian tersebut menunjukkan, bahwa Mangkunegaran sudah membuka

diri masuknya sistem kapitalis ,dalam pengelolaan aset sejak sekitar tahun
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1968. Pariwisata ditingkatkan dalam rangka memperoleh pemasukan yang
setinggi-tingginya.

Kondisi sosial semacam itu, maka komodifikasi atas bangunan
Pracimayasa yang ada di Mangkunegaran jika ditarik benang rnerahnya
erat kitannya dengan Kkapitalisme yang mengitari di Mangkunegaran.
Mangkunegaran  berusaha rnengimbangi  dorninasi  kapitalisme dalam
konstelasi global. Upaya pelestarian ditempuh dengan cara masuk dalam

dinamika sosial Mangkunegarz sebagai salah satu aktor kapitalis Jawa

yang berkemba bingga sekarang pascakemerdekaan. Setelah Indonesia

merdeka menjach

melibatkan  berbagai
gkunegaran  tidak pernab
rnelakukan publik egaran (wawancara 23 Pebruari
2015), namun faktanya tidak sedikit instansi yang menulis tentang
keindaban Pura Mangkunegaran di dunia maya dalam rangka publikasi. Di
Reksopustoko terdapat beberapa buku teks edisi lux yang menyajikan
keindaban Pura Mangkunegaran babkan dengan kata pengantar Menteri
Pendidikan dan Pariwisata (baca sambutan Menteri Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi, Job Ave, 1991: 9). Semua itu tentunya ada artinya, untuk
kepentingan promosi. Secara tidak langsung pernerintab telah rnenjadikan
Pura Mangkunegaran sebagai aset dalam kemajuan perkonomian. Pada
situasi yang demikian merupakan peluang bagi biro travel sehingga
menjadikan Mangkunegaran sebagai objek untuk mencari keuntungan.

Biro travel menawarkan paket wisata dan Mangkunegaran menerima

tawaran biro travel tentang paket wisata dinner atau lunch di bangunan
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Pracimayasa. Kapitalis tingkat tinggi telah menggilas Mangkunegaran saat
tugas utamanya sebagai pusat budaya.

Keindahan bangunan Istana Mangkunegaran utamanya bangunan
Pracimayasa Yyang pembangunannya sendiri didominasi oleh arsitek
bernama Thomas Karsten merupakan benda cagar budaya yang sudah
menjadi aset wisata. Karya Karsten sendiri banyak dijumpai di Surakarta,
seperti Masjid Al-Wusta, Lapangan Manahan, Villa park Banjarsari, EKks

Rumah Dinas Residen Surakasta. Stasiun Kereta Api Surakarta-Balapan,

Pavilium Gustig®Nurul di Pracimayasa, dhapa dan Gapuro Pura
| a Dari berbagai temuan
ebagaf@§salah satu arsistektur

meRgambil bentuk etnik

. wkahgan baha

mua bangunan karya

import sebagai

unegaran menjadi

ang harus dilindungi

eahflannya dalam mendesain pasar
tidak dapat dipungkiri sampai saat ini seakan menjadi tolok ukur
Indonesia. Berbagai sminar diselenggarakan di Surakarta tentang karya
Karsten. Secara holistik dapat dipandang bahwa dia adalah seorang arsitek
pasar dan logika pasar adalah konsumerisme, maka semenjak Karsten
diberi ruang oleh Pakubuwana X untuk masuk ke Solo dan juga
Mangkunegara VII, tidak menutup kemungkinan bahwa Karsten telah
memproyeksikan desainnya untuk kepentingan pasar ataupun kenyamanan
wisata romantisme kolonial di Nusantara. Arsitektur Thomas Karsten
dapat dilihat adanya bentuk yang mengadopsi tata kota Negeri Kincir
Angin Belanda, hal ini menandakan terjadi hegemoni Belanda terhadap
Jawa melalui pembangunan yang didesain oleh Karsten.

Perubahan dramatis dalam industri kepariwisataan nasional sebagai

dampak tragedi Born Bali dan dikeluarkannya Travel Warning untuk
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berkunjung ke Indonesia, serta berbagai gejolak sosial, ekonomi dan
politik di kawasan ASEAN menuntut adanya antisipasi strategis untuk
mempertahankan pasar dan memperkuat citra pariwisata nasional serta
penguatan terhadap citra destinasi pada daerah-daerah tujuan wisata di
Indonesia. Sementara bangunan bersejarah menjadi bagian dari cagar
budaya sebagai bagian dari budaya Nusantara. Wisata budaya lebib
dikembangkan dan kini lebih diminati karena dirasa objek-objek wisata

yang dikemas oleh kentalnya _gmitologi serta sejarah lokal lebih aman dan

ya waktu, budaya kapitalis
iRtegrasi yang disebabkan
apitalisme Barat dan
2 dualisme ekonomi.
apitalisme sangat
sifat itu dapat
ga membangkitkan
ari - akumulasi  dan
D mengalami politisasi.
keseimbangan tradisional
nya  dikenal dengan adanya relasi
antara tuan tanah dan petani kemudian bertransisi menjadi pemilik modal
dan konsumen dengan memunculkan buruh pekerja yang bergantung pada
pemilik modal. Ekonomi Indonesia khususnya Jawa saat ini merupakan
campuran dari tata cara pra Kkapitalis dan kapitalis yang sudah lama
tertanam  sebelum Indonesia. merdeka.  Setelah  Presiden = Soekamo
digantikan oleh Soeharto, kapitalisme yang tadinya ditentang mulai hadir
dengan wajah baru, dimana kapitalisme mulai tertuju pada kepentingan
rakyat. Pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan rakyat, sehingga
memposisikan  seni dan budaya menjadi destinasi wisata. Objek-objek
masa lalu memiliki daya tarik menjadi komoditas pariwisata.
Dualisme  perekonomian  dapat disaksikan dengan jelas pada
masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar wisata seperti pada

komodifikasi bangunan Pracimayasa Mangkunegaran. Tradisi dan pasar
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modern saling bersaing untuk berebut posisi di hati masyarakat berperan
aktif mengambil bagian sebagai relasi pengembangan wisata dinner atau
lunch di bangunan Pracimayasa. Penyedia menu dan kesenian sebagai
atribut jamuan tamu istimewa menjadi modal budaya di Mangkumegaran.
Nilai-nilai tradisi dijadikan sumber ide pengembangan wisata dalam pasar
modern menjalar masu.k Mangkunegaran ditawarkan dengan harga serta
fasilitas yang dapat diperoleh konsumen. Dari uraian di atas, nampak jelas

bahwa kedudukan lokalitas _deggan pondasi tradisi yang melambangkan

kekuatan lokal ai terkontaminasi pasarfmodern dijual dalam paket

wisata. Mang an bagian warga yang
aminasi pasar modern

ikungan kapitalisme

sejak tahun 1969. Sekitar tahun 1988, Mangkunegaran mengembangkan

usaha wisata budaya dalam paket bentuk wisata dinner atau lunch (Didiet,
wawancara 25 Maret 2015). Penghidupan tradisi dilakukan sesuai dengan
perhitungan dana yang harus dikeluarkan. Usaha ini dilakukan untuk
rnendukung biaya operasional perawatan aset Mangkunegaran dan untuk
membayar abdi dalem yang terlibat. Diungkapkan oleh Surpiyanto, bahwa
saat ini yang dapat dijual oleh Mangkunegaran adalah bangunan
Pracimayasa (wawancara 5 Maret 2015). Dijelaskan lebih lanjut, Pura
Mangkunegaran memperoleh subsidi dari Propinsi Jawa Tengah untuk gaji
abdi dalem yangjauh dari UMR dan Upacara Tradisi, sementara yang dari
Pemerintab Kota untuk perawatan ringan bangunan. Oleh karena itu Pura

harus dapat mencari tambah untuk biaya operasional dan kesejahteraan
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abdi da/em dengan cara mengembangkan pariwisata di Mangkunegaran
(wawancara, 7 Nopember 20]6).

Mencermati keterangan di atas menunjukkan bahwa, pengelolaan
bangunan Pracimayasa dengan cara pengembangan pariwisata dinner atau
lunch dijalani secara sadar oleh Mangkunegaran melibatkan berbagai
pibak untuk menjual suasana sebagai ideologi. Sekumpulan gagasan yang
menjadi panduan bagi sekelompok manusia dalam bertingkah laku

mencapai tujuan tertentu yapg, dinamakan ideologi (Takwin, 2003:5).

Dijelaskan

anjut, ideologi menjadi “Sgjumlab kerangka aksi dan

aturan-aturan

0gi didefifisikan
ia d bertingkah laku

mencapa tujuar? rtentu p_terie [ gan débagai tujuan, maka
. . ke di ®n :

dan konsumen.

Ditinjau ~ dari  pengelolaaan pariwisata  di  Mangkunegaran,
menunjukkan  layaknya dalam sistem dagang di dunia pasar.
Mangkunegaran ~ memiliki berbagai paket wisata budaya yang dibedakan
berdasarkan jumlah nominal yang harus dibayar dan fasilitas yang
diperoleh.  Surpiyanto, = Pengageng Mondrapura yang bertanggungjawab
penggunaan seluruh aset di Mangkunegaran, menjelaskan beberapa paket
wisata di Mangkunegaran sebagai berikut.

"Wisata yang hanya melihat seluruh peninggalan berupa interior dan
bangunan pura yang biasa disebut wisata reguler; wisata yang
mengikuti workshop kesenian di Pendapa Pura, di antaranya: tari,
batik, karawitan; wisata yang memperoleh jamuan dan workshop
kesenian di antaranya: tari, batik, karawitan di pendapa dan banguoao
Pracimayasa; wisata yang memperoleh jamuan kesenian dan jamuan
makan yang dalam bentuk paket wisata dinner atau lunch di Pendapa
atau Bangunan Pracimayasa'!(Wawancara, 7 Nopember 2016).
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Khususnya paket wisata dinner atau lunch, dijelaskan lebih lanjut
oleh Joko Pramudyo, Pengageng Pariwisata Mangkunegaran yang
mengelola kegiatan pariwisata Mangkunegaran, sebagai berikut.

"Unruk memberikan kepuasan pada wisatawan khususnya wisata
dinner atau lunch, menu rnengikuti kemauan  wisatawan,
Mangkunegaran tidak memaksakan jenis menu maupun bentuk acara,
yang diutamakan adalah tamu merasa puas. Hal itu ditandai dengan
adanya wisatawan/ tamu mau makan Jamuan sampai habis, yang
demikian itu merupa : bagi kami. Oleh karena itu, pada
dinner atau Iunch bisa .= sama antara event satu

adang juga tidak, itu
isatawan. Pemilihan

“Pddaya Wi Mangkunegaran”
| é
ta difner atau lunch di
banguna inaya a i timlo fsayur, sambel goreng

estik  glindhing, nasi
kuning lengke pudding vla, dan buah.
ur lidah, asem-asem daging
bergantung pesanan. S pindhang yang merupakan menu
khas Mangkunegaran sudab jarang disajikan, jenis menu ini sangat rumit
dan banyak jenisnya sehingga menuntut dana yang lebih banyak, sehingga
disajikan kalau ada pesanan khusus dengan harga khusus (wawancara, 28
Juli 2016). Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan harga
paket wisata dinner atau lunch jelas berorientasi pada profite dihitung
berdasarkan pengeluaran dan pemasukan.

Pramudyo (49) menjelaskan, untuk memberikan kepuasan kepada
wisatawan, Mangkunegaran juga membuka diri menerima katering di
Surakarta untuk turut serta menyediakan konsumsi jamuan wisata dinner
atau lunch. Saat ini katering yang sudah dapat masuk di Mangkunegaran
adalah Happy Tuty dan Nikmat Rasa, sementara Kusuma Sahid masih

dalam penggodhokan (wawancara 7 Nopember 2016). Dijelaskan lebih
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lanjut oleh Pramudyo dalam perkembangan terakhir, menu untuk acara
dinner atau lunch di Mangkunegaran lebih banyak mengikuti kemauan
atau pesanan wisatawan, sehingga Pura Mangkunegaran tidak hams
memasak sendiri tetapi bisa dipesankan pada katering dari luar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya luar sudah mulai
memiliki  kekuatan ~masuk di Pura Mangkunegaran mewarnai budaya
Mangkunegaran,  terbukti menu makan tidak harus dimasak oleh Koken

Mangkunegaran, bahkan makanan  yang disediakan  di

sudah

mengikuti yang terjadi  di luar

Mangkunegaran
isata dinner atau lunch

di bangunan Pra dengan budaya luar

ekarang  hidup di

Barokah)

Berdasarkan  pernyé put dapat ditangkap bahwa wisata
dinner atau lunch di bangunan Pracimayasa mengakibatkan perkembangan
yang mendorong katering luar masuk di Mangkunegaran terlibat sebagai
relasi. Menu dinner atau lunch mengarah pada keragaman corak menu
yang trend di pasaran. Mangkunegaran tidak mampu mempertahankan
menu pakem sebagai keharusan, keinginan pasar telah menguasi
pengelolaan  wisata dinner atau lunch. Kebebasan sudab terjadi di
Pracimayasa. Pariwisata bergerak dalam ranah bisnis bagian dari
kapitalisme sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang dihilangkan,
diganti, atau ditambah semata-mata demi uang.

Semangat awal pengelolaan  bangunan Pracimayasa dengan cara

memanfaatkan  dan mengembangkan dalam dunia pariwisata  untuk

mengenalkan seni dan budaya, Mangkunegaran tergusur mengikuti arah
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kemauan pasar demi memperoleh  konsumen.  Pariwisata  secara
fenomenologis berkaitan dengan perjalanan, gejala, dan interaksi yang
dilakukan secara bebas, sukarela, dan terkait erat dengan kehidupan dan
eksistensi  manusia.  Dasar ontologis pariwisata adalah relasi tak
terpisahkan antara subjek sebagai pelaku wisata dan objek wisatanya.
Subjek sebagai pelaku adalab Mangkunegaran, biro travel, Kkatering,
seniman, abdi dalem penyambut tamu, wisatawan sebagai konsumen.
adalab

Objek  wisatanya pangunan

Pracimayasa  berikut  atirbut

=t

penyambutan istimewa. Masing-rnasingy, memiliki kekuatan sama

i, bangunan Pracimayasa

e B X :
iga ' ing@a jadi  realit wisa Mangkunegaran
menetaf tuk ffasilitas, sementara

mempero . Si instit gdur, hubungan sosial,

menjadi paket wisata dinner atau lunch, ideologi pasar masuk menjadi
bagian dari sistem pengelolaan di Mangkunegaran. Atrnajda (20 10: 138),
mengatakan  Kkarakteristik  ideologi pasar ditengarai adanya indikator,
bahwa bakikat manusia sebagai homo consumer, homohedonicus, dan
homoeconomicus yang mengacu pada gagasan yang penekanannya pada
tujuan bidup manusia, kenikmatan hidup dunia sebingga manusia terjerat
pada materialsme, hedonism, wajahisme, penampilanisme, individualism,
sekularisme, install solution, dan atomisme, di!. Hal tersebut dapat dilihat
dari sisi konsumen pada fenomena wisata dinner atau lunch di bangunan
Pracimayasa, orang rela melepas sejumlah uang yang tidak sedikit, hanya
akan makan dan minum di bangunan Pracimayasa, mencari bal yang baru

dan membangun hipperalita tentang seorang tamu Istana Mangkunegaran.
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Romantisme kehidupan masa lalu, simbol kejayaan Mangkunegaran dalam

bentuk jamuan istana telah masuk dunia pasar untuk diperjualbelikan.

C. Tekanan Modernitas atas Tradisionalitas

Pembahasan tekanan modemitas atas tradisionalitas sebagai sebab
terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa bertitik tolak pada pemikiran,

bahwa bangunan Pracimayasa merupakan bangunan tempat tinggal keluarga

istana bekas kadipatgg : de pilai tradisi tentang moralitas.

harus hidup : i ih berorientasi pada

rasionalitas pada moralitas.

Menurut

karakter kemanusic , ita tap memiliki asas manfaat.
an akibat rasionalitas lebih
menjadi perhatian bagi Weber.

Bagi Giddens, modemitas diibaratkan juggernaut. Istilah tersebut untuk

menggambarkan ~ kemajuan modemitas. Gambaran tentang juggernaut
rnodernitas sebagai berikut.

"Mesin yang terns berjalan dengan kekuatan dahsyat, yang secara
kolektif sebagai umat manusia, dapat didorong sampai batas-batas
tertentu namun juga sangat rnungkin akan lepas dari kendali kita dan
dapat meluluhlantakk.an dirinya. Juggernaut menggilas mereka yang
melawannya. Meski kadang mengikuti alur lurus, namun ada kalanya
ia mengubah haluan ke arah vyang tidak pemah Kkita pikirkan
sebelumnya. Menaikinya sama sekali tidak menyenangkan dan
mengecewakan, seringkali membahagiakan dan sarat dengan harapan.
Namun selama institusi modemitas berjalan, kita tidak akan pemah
dapat sepenuhnya mengontrol alur atau jalur perjalanannya. Pada
gilirannya Kkita tidak akan pernah merasa aman sepenuhnya, karena
jalan yang dilalui penuh dengan resiko yang membawa konskuensi
besar (Dalam Ritzer, 2004;,606),
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Modemitas digambarkao dalam bentuk juggernaut yang dinamis dan
tidak memiliki alur tuoggal. Juggernaut mernberikan kekuasaan kepada
mekanisme modern dari pada pada agen yang mengendalikan. Relativitas
Juggernaut modernitas dengan komodifikasi bangunan Pracimayasa adalah
gambaran kehadiran perbagai perundangan dan peraturan serta peran serta
agen yang bersinggungan  dengan bangunan Pracimayasa  sebagai

bangunan  cagar budaya di Pura  Mangkunegaran  Surakarta.

Mangkunegaran dalam  mempertahankan

ang sudahe ditanarnkan oleh Pangeran

r

d Mangkunegaran

sebagai berikut.

Dharma dalarn

dengan tatanan nilai-nilai tradisi dan lokalitas sebagai sendi-sendi dasar
masyarakat Jawa. Sejak berdirinya Mangkunegaran tahun 1757 sampai
era globalisasi, Pura Mangkunegaran tidak dapat menghindarkan diri
dan harus berhadapan dengan modernitas dalam tatanan globalisasi dan
kapitalisasi modem. Mangkunegaran sebagai bekas kadipaten, dalam
sejarahnya  tidak dapat dipungkiri masa  kejayaannya banyak
bersinggungan dengan Belanda yang saat itu hadir sebagai penjajah.
Semasa di Nusantara tidak dapat dielakkan Belanda berusaha keras
menanamkan pengaruhnya yang saat itu dapat dinilai sebagai bentuk
gaya modern, baik dalam sistem pemerintahan maupun seni dan
budaya. Upaya peaolakan kehadiran Belanda di Nusantara pada

dasarnya dilakukan di berba.gai daerah. Namun kekuatan Belanda dalam
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35 abad merupakan bukti kuatnya pengaruh mereka sehingga dapat
menguasai Nusantara dalam segala bidang.

Mangkunegaraan berdiri pada abad ke- 18 atau pada 24 Febuari
tahun 1757, basil dari perjanjian di Salatiga. Perjanjian yang dilakukan
antara Raden Mas Said (Mangkunegara T, 1757-1796), dengan Paku
Buwana Il (1749-1788), Sri Sultan Hamengku Buwana | (1755-1792)
dan pihak kolonial Belanda. Perjanjian Salatiga terjadi setelah Raden

epgigan sebutan Pangeran Sambernyawa, pada

Kasunanan yang saat itu
tidak berkenan atas
mabkota yaitu Paku

5ang putera mahkota

kepada Raden Mas
sebagai KGP AA

pemerintah kolonial Belanda pada
awal abad ke-20 cukup signifikan pengaruhnya dalam pembentukan
sosial budaya di Nusantara. Pada zaman Mangkunegara Il (1795-1835)
mulai dibentuk militer modern yang namanya Legiun Mangkunegaran
dengan komandan wutama adalah Mangkunegara yang sedang
memegang tampuk pemerintaban Praja Mangkunegaran. Bidang militer
meski dipegang oleh satu orang (Mangkunegara II) tetap harus bisa
membedakan bahwa keduanya tidak merniliki otomatisasi, artinya
pembubaran suatu Legiun (zaman Raffies dan zaman Jepang) tidak
sertamerta diikuti dengan pembubaran Praja Mangkunegaran.

Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia di Hindia
Belanda ditingkatkan, karena semakin banyaknya keprihatinan dan aksi

protes kaum liberal Belanda atas kesejahteraan penduduk Hindia
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Belanda. Kebijakan tersebut dapat dilihat khususnya di Jawa, aspek
bertambahnya penduduk dan berkurangnya kemakmuran. Akibat dari
semakin sempitnya lahan pertanian rakyat yang terns menerus
dieksploitasi membuat rakyat sangat menderita karena harta benda dan
tenaganya dikuras habis akibat sistem tanam paksa pada abad ke 19.
Untuk mengantisipasi dan membalas budi baik orang-orang pribumi
dalam keberlangsungan  kerajaan Belanda maka, pernerintah kolonial
mengeluarkan kebijakan yamg, dilakukan untuk menanggulangi masalab

Pada "awal abad ke 20 Di daerab

tersebut deng@n cara politik etis.

upaka h yang masuk wilayah
ah  kolonial Belanda
ahnya berarti tanah
b kerajaan Jawa.

ari wilayah Hindia
karesidenan yaitu
Kedua ffidaerah ini memiliki
gan daerah yang lain di
Surakarta dibagi dalam dua
karta milik Susuhunan Paku
Buwono dan Mangkunegaraan yang merupakan wilayah

Mangkunegara. Kedua penguasa kerajaan ini mempunyai istana sendirie
sendiri di Ibukota Surakarta. Pengarub pemerintah kolonial Belanda
terhadap kerajaan di Jawa begitu kuat mengikat kekuasaan penguasa di
Jawa tersebut. Hal ini dikarenakan sesudah penobatan, raja yang naik
tahta harus menandatangani perjanjian yang kurang menguntungkan
yang disebut kontrak politik. Dalam kontrak tersebut isinya lebih
banyak menguntungkan  pemerintah kolonial Belanda dari pada
penguasa di wilayah Jawa tersebut. Salah satu isi politik kontrak yang
paling penting dan mengkat adalah tentang pepatih dalem. Yang
berkedudukan ganda, selain sebagai pegawai Pemerintab Kolonia!

Belanda, Pepatih Dalem juga bekerja sebagai pegawai raja sehingga



188

menimbulkan suatu pekerjaan yang berganda. Akan tetapi dalam
prakteknya jika terjadi sengketa atau konflik antara pemerintah kolonial
Belanda dengan pihak kerajaan, maka Pepatih Dalem harus memihak
kepada  Pemerintah kolonial ~ Belanda. Dengan  demikian,
Mangkunegaran  sebagai sebuah kadipaten yang dipimpin oleh
pengageng, di masa penjajahan tidak ubahnya boneka kompeni. Secara
kasat mata kerajaan dan kadipaten masih berdiri namun kedudukannya

di bawah kendali kolonia

SetelahgKemerdekaan R:l tahun 1945 % terjadilah perubahan sistem
erintahan  RJ.  Negara

modernisasi dalam

at untuk menyesuaikan
kekinian. Proses individu
berubah dari cara menuju gaya hidup yang lebih
modem serta cepat berubah dengan perubahan fungsi secara cepat
menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya
dalam hat pengetahuan manusia, memungkinkan manusia menguasai
lingkungan dan revolusi ilmiah. Menurut Lerner, secara sederhana
modernisasai  merupakan  satu trend unilateral yang sekuler
mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan (dalam
Abraham, 1991 :4). Modemitas bukan saja menawarkan pesona kualitas
kehidupan vyang lebih baik, melainkan juga menjadi kebutuban dan
kepentingan masyarakat dalam kerangka persaingan ekonomi dan
politik yang didialogkan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya

Pada era modernitas mendorong terjadinya perbedaan-perbedaan,

baik pada dimensi sosial maupun kultural yang sangat dimungkinkan
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dipengarubi  oleh beragam pilihan informasi yang disalurkan melalui
berbagai media. Tekonologi berkembang mempengaruhi segala sektor
kehidupan. Hal ini merupakan kekuatan yang paling nyata dari
masyarakat modern yang telab membentuk ideologi yang paling
mendasar, yakni perbedaan. Ini berarti globalisasi telah melahirkan
suatu jenis ideologi yang menjadi dasar dari pembentukan, pelestarian,
dan perubahan masyarakat yang berturnpu pada proses identitas diri dan

pembentukan perbedaan ara orang (Abdullah, 2006: 109). Sejalan

dengan  pe informasi komunikasi  unsur-unsur

pangan

kebudaya negaran yang setelah

oduk budaya yang
untuk kepentingan
umum, orang dapat
pada akhirnya bangunan
Pracimayasa iKL 3 1z af2 midup Mangkunegaran  bekas
kadipaten. Penyamb yang merupakan bagian dari gaya
hidup Mangkunegaran  turut serta dijadikan komoditas  dalam
komodifikasi. Bangunan Pracimayasa merupakan tempat tinggal
keluarga istana kbsusunya keputren turut serta menjadi paket wisata
dinner atau lunch di Mangkunegaran. Pesona wisata sebagai bagian
gaya hidup mendorong kireativitas Mangkunegaran dan komunitas
Mangkunegaran dalam memandang aset budaya Mangkunegaran
tentang nilai ekslusivitas.

Menurut Pilliang (2003: 127), yang dibutuhkan pada massa bagi
masyarakat  kapitalis  bukanlah  kekuasaan  untuk  mendominasi,
memperjuangkan ideologi leluhur, menguasai territorial, akan tetapi
kekuasaan untuk mengekspresikan diferensi. perbedaan seks, produk,
kesenangan, gaya hidup, penampilan dll. Kehadiran industri pariwisata

ditangkap Mangkunegaran sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan
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untuk tetap hidupnya adat dan tata krama dalam era global.

Berkembangnya selera masyarakat tentang kekuasaan mengekpresikan

diferensi  melalui konsumsi  tanda dalam  wisata  ditangkap
Mangkunegaran dengan cara rnengembangkan  wisata budaya di
Mangkunegaran.

Hal ini dapat dilihat upaya menjadikan bangunan Pracimayasa
dalam paket wisata dinner dan lunch, yang mempolakan wisatawan
istana.

sebagai tamu cara tradisi Mangkunegaran dalam

menyambut U istana dengan segala atriBut dari bentuk ruang, busana

adalah tradisi yang
dalam kesehariannya
ada® tamu istimewa di
penyajian menu
karakter khusus
di Mangkunegaran
pariwisata  di
gageng Mangkunegaran
karena Pengageng Pura
Mangkunegaran *bukai di Zaman kemerdekaan RI.

Orang dapat menjadi tamu istana Mangkunegaran dengan
membayar tertentu. Ini  berarti telah menjadikan bangunan tempat
tinggal, wadah berlangsungnya  adat tata krama dalam industri
pariwisata. Dalam Kkonteks tersebut, dapat dilihat adanya pertentangan
nilai tradisi dan lokalitas dalam modemisasi. Mempertentangkan nilai
tradisional dan lokalitas dengan modernisasi dan globalisasi dalam
konteks  pariwisata adalah suatu wacana yang kontraproduktif.
Mengingat semuanya harus dilihat sebagai kekuatan yang saling
melengkapi karena nilai-nilai  yang paradoks bukan berarti tidak
mungkin menjadi harmoni. Dalam konsep keindahan, Kkontras dapat
mendukung adanya keindahan, manakala dalam tatanan yang tepat
karena sikap kritis dan estetis. Sebagaimana yang dikatakan oleb

Derrida, bahwa dekonstruksi pada dasamya menolak logosentrisme,
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artinya  kebenaran itu tidak tunggal. Bangunan Pracimayasa tempat
tinggal keluarga Mangkunegaran merupakan tempat privat dipahami
tidak hanya sebagai tempat tinggal keluarga Mangkunegaran yang sulit
diakses oleh umum, di era rnodernitas orang dapat menjangkau
kawasan Pura dengan cara membayar. Modernisasi dan globalisasi
dalam konteks pariwisata, dihadapi Mangkunegaran dengan melakukan
reinterpretasi terhadap nilai tradisional ataupun lokalitas, sesuai dengan

ruang waktu dan ruang.

negaran memiliki makna
g etika dan tata krama di
angkunegaran tentang
dalam menangkap

mengekpresikan

pergerakan dunia
menyebabkan batase
arus orang, barang,
lancar, padat, dan
intensif. Arns K 9 anggfdari “dan ke Kata Surakarta telab
menyebabkan lokalitas yang ada di Pura Mangkunegaran mengalami
perubahan, tidak lagi seperti bentuk aslinya, walaupun perubaban itu
bisa jadi bermakna suatu kemajuan dalam bidang kebudayaan
Kebudayaan yang ada di Pura Mangkunegaran bukanlah suatu warisan
yang turun-ternurun dibagi bersama atau dipraktikkan secara kolektif,
tetapi lebih bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada
karakter kekuasaan dan hubungan-hubungan yang berubah-ubah dari
waktu ke waktu.

Mead dan Bateson menerangkan bahwa melirnpahnya kegiatan
ritual dan seni di suatu wilayah atau lingkungan adalah sesuatu yang
layak dilihat sebagai suatu gejala yang hams dibahas dalam kerangka
sosio-kultural (dalam Picard, 2006 44). Kebudayaan menjadi semacam

sistem pengatur dorongan-dorongan naluri yang menimbulkan sejenis
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skizofrenia kultural. Kebudayaan merupakan blue-print yang telah
menjadi kompas dalam perjalanan hidup karena kebudayaan itu
dijadikan pedoman tingkah laku. Pemahaman kebudayaan seperti
tersebut sejalan dengan konsep kebudayaan yang dijelaskan Geertz
yang menguraikan bahwa kebudayaan merupakan pola dari pengertiane
pengertian atau makna-makna yang terjalio secara meoyelurub dalam
simbol-simbol  dan ditrasmisikan secara historis {Abdullah, 2006: I).
tersebut

Mendasar pada pemaham: maka kebudayaan dipandang

sebagai sistep mengenai konsepsi-konsep yang diwariskan dalam
. dapat berkomunikasi,
an sikapnya terhadap
dalam terminologi
erik,  kebudayaan
ebudayaan seperti

bol yang dibatasi

perannya dalam rangka
pembentukan karena  pariwisata  dapat
dipandang sebagai budaya global yang memungkinkan terbukanya
peluang  pergaulan antaretnis dalam suasana hannoni  kultural.
Perkembangan kebudayaan akibat modemitas memunculkan dua kutub
besar yakni kebudayaan generik dan kebudayaan diferensial. Pada
situasi yang demikian Pura Mangkunegaran bergerak dalam sebuah
perkembangan tarik menarik kebimbangan yang membawanya pada
ketegangan-ketegangan  sosio-kultural. Hal ini terjadi lantaran Pura
Mangkunegaran  bergerak dalam sebuah kontradiksi dimana hams
mempertahankan dan mengikuti kebudayaan generik atau turut serta
dalam kebudayaan diferensial yang mengalami banyak perubahan
dalam waktu vyang singkat. Kebimbangan yang mengarah pada
kegelisaban dan kecemasan ini menjadi wajar karena dapat memberikan

dampak negatif terhadap kebudayaan (Bagus, 2002 155). Pura
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Mangkunegaran ~ di Kota Surakarta nampaknya juga dilanda
kekhawatiran dan kecemasan yang sama. Akibatnya, masyarakat lokal
dalam tradisi Pura Mangkunegaran menemukan kesulitan menentukan
orientasi nilai-nilai tradisi di antara pusat-pusat orientasi nilai-nilai baru
yang kian tumbuh dengan cepat. Munculnya pusat-pusat orientasi nilai
barn juga telah meoyebabkan perteotangan nilai menjadi sesuatu yang
jamak dan dapat dilihat sebagai potensi besar untuk mendorong

perubahan tatanan sosial lebih baik (Abdullah, 2006: 10).

Menentukan an tatanan sosial bukanlah

persoalan igntasi nilai tradisi tidak

serta iséhiaikem atkan  pilihan-pilihan

sampai dengan
an masih adanya
semangat d kema g dalam  membangun
kepercayaan &a a , yarakat yang setia
aimana semboyan yang
kekuatan vyang terkenal di
Mangkunegaran anamka Sambemyawa  dengan
sebutan TUi Tibeh. Slogan tersebut masih tetap mampu membakar
semangat perjuangan Mangkunegara |X berikut kerabat dan abdi dalem
Mangkunegaran  untuk tetap mengembangkan seni budaya. Prinsip
patron-klient  olen  Pangeran  Sambemyawa  dijadikan falsafah
Mangkunegaran yang terkenal dengan Tri Dharma  Ajaran
Mangkunegaran | terkenal dengan ajaran Tri Danna yaitu Rumangsa
Handarbeni, Rumangsa wajib hangrungkepi, Mu/at sarira hangrasa
wani. Tri Danna merupakan kebulatan tunggal yang inti hakikatnya:
dasar utamanya berdiri pengageng, sikap hidup dan pola tingkah Kkarya,
dasar bertindak dalam pembinaan dan pengembangan, dan pengarah
kehidupan ~ dalam menghadapi  pasang surutnya keadaan serta
menyesuaikan diri dengan zaman dan situasi (Arsip Reksa Pustaka,

1980: 10). Ajaran ini pertama kali disampaikan Pangeran Sambernyawa
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pada saat dinobatkan menjadi KGPAA Mangkunegara |, ditujukan
kepada seluruh penderek (pengikut) setia diteruskan kepada seluruh
keturunan, dan rakyat. Secara tidak langsung ajaran ini menghendaki
adanya partisipasi aktif rakyat secara langsung dalam penyelenggaraan
negara (Purwadi, 2010: 551). Berdirinya Yayasan Tridarma MN Solo
yang beralamatkan J1 Let. Jend. Sutoyo No 95 dengan akte notaris No.
02 tanggal 10 Juli 1980 adalah salah satu bukti masih hidupnya

semangat rneneruskan Mangkunegaran oleh  keturunan

Punggawa Baku, Manggalayuda Sambemyawa, Kerabat
Méngkune n an Wﬁang piliki  kepedulian  atas
keberlafigsunga dan Judaya (Mbangun Tuwuh

agi Mangkunegaran,

pada annya buku kecil
berjugul h Reksa Pustaka
Mang negar% ang rn sebagai berikut

dengan : 5 i gJs lihay@ti agar dapat mengatasi
pelajaran dari erta belajar kecakapan barn.
Instropeksi dalam hal ini adalah yang dapat menimbulkan kesadaran
akan keakraban dengan sesarna manusia, alam, dan Tuhan.

Rumangsa MeluHandarbeni adalah merasa memiliki, masyarakat
Mangkunegara harus merasa rnemiliki Mangkunegaran. Dengan adanya
rasa memliki masyarakat pastilah akan melakukan segala hal untuk
mempertahankan Mangkunegaran. Kesadaran rnemiliki jiwa dan sikap,
bahwa Mangkunegaran adalab milik bersama. Mangkunegaran adalah
tanah air tempat mencari sumber penghidupan bersama antara raja
dengan rakyat. Persatuan antara raja dengan rakyat dalam konsep
Manuanggaling Kawulo Gusti, yakni perlu adanya saling peyesuaian.
Kesadaran babwa tanah Mangkunegaran bukan merupakan hadiah dari
Paku Buwana Ill kepada Pangeran Sambernyawa, namun sebagai basil

perjuangan bersama yang panjang. Mangkunegaran milik kolektif



195

bukan milik pribadi raja, oleh karena itu setiap warga wajib merasa
memilki untuk mengembangkan, —mempertahankan, serta menjaga dari
segala ancaman. Antara raja dan rakyat terdapat ikatan kokoh sebagai
dasar kerjasama dalam bertanggungjawab penub atas perkembangan
Mangkunegaran.
Wajib Melu Hanggondeli adalah prinsip erat bubungannya dengan
prmslp satu dan dua, bahwa raja dan rakyat berkewajiban

mempertahankan Mangkunegagan, karena didasari rasa memiliki. Raja dan

it

rakyat bertanggefigjawab penuh atas kelestagian Mangkunegaran. Oleb
dedikasi, dan mampu

seluruh  warga

aljang masa, sampai
bangsa Indonesia.
enjadi bagian dari

serta  rnenjaga

di kancah negara RI, Pura Mangkunegaran di Surakarta ditetapkan sebagai
cagar budaya Kota Surakarta Bangunan cagar budaya menjadi satu di
antara destinasi wisata di Surakarta, mendorong terjadi perubahan yang
mendasar dalam struktur serta sistem normatif masyarakat lokal yang ada
di dalarnnya  Pariwisata telah mengantarkan masyarakat di Pura
Mangkunegaran hidup dari pola tradisi yang bergerak ke arah tradisonal
ekspresional menuju masyarakat jasa hingga masyarakat modern progresif
Hal ini atas dasar asumsi bahwa pariwisata merupakan faktor pendorong
rnunculnya pusat-pusat orientasi nilai baru yang dapat dilihat sebagai
potensi besar untuk mendorong perubahan sosial. Kebenaran asumsi ini
ditelusuri dalam kerangka  sosio-kultural yang  selanjutnya

mengidentifikasi beberapa dekonstruksi atas komodifikasi bangunan
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Pracimayasa di Pura Mangkunegaran sebagai fokus perubahan sosial
terse but.

Memahami pembahan yang ada di Pura Mangkunegaran Surakarta
setidak-tidaknya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sosial dan
kebudayaan. Dikatakan demikian karena perubahan sosial pada prinsipnya
menyangkut tranformasi bidang-bidang kebidupan masyarakat manusia,
yaitu perubahan peradaban, perubahan budaya, dan perubahan sosial

(Rahardjo, 2007: 25). Perubaha kebudayaan menurut Vogt adalah

ebiasaan-kebiasaan dalam

mereka (Lahajir, 200%

perumusan kongé€ptual yang mengacu pada

dalam sigiem '@e ipiliki g para Wvarga atau sejumlah
warga J antara up aturan-aturan
atau na@ i 5 [ a dalam kehidupan

warga
kesenian apabifa mengécu pada pemikiran
Abdullah ami  kebudayaan barus
dimulai  dari kebudayaan itu sendiri.
Menurutnya kebud sebagai kebudayaan generik
(yang merupakan pedoman yang diturunkan), tetapi juga sebagal
kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhao interaksi
sosial).

Perubahan fungsi bangunan Pracimayasa dari tempat privat menjadi
paket wisata dinner atau lunch di Pura Mangkunegaran akibat modemitas
adalah basil negosiasi dari sikap dan tindakan Mulat Sariro Hangroso
Wani, Rumangsa Melu Handarbeni, Rumangsa Melu Hanggondeli adat
tata cara kehidupan Istana di tengah peradaban era global. Interpretasi dan
reposisi nilai tradisi bangunan Pracimayasa agar dapat menciptakao
harmoni peradaban dan keberlanjutan seni dan budaya Mangkunegaran di

era global.
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2. Pengembargan Warisan Budaya Kota di Surakart.

Di era modernitas, pariwisata menjadi program penting negara yang
terns mendapat perhatian dalam implementasinya, sehingga pada tahun
1979 terbit Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1979 Tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwistaan
Kepada Kepala Daerah Tingkat 1 Ini artinya pengembangan wisata sudah

tidak hanya program pemerintah pusat, namun sudah diamanahkan di

daerah tingkat 1. Pae ian tidak mengubah kedudukan
Mangkunegara j ¢ Pariwisata  oleh
TetipUr ; Tingkat I, bangunan

Pracimay. e sl dnasi parillisata di Surakarta di

yang ter : i Indonesia sehingga
memperlancar  dan
meningkatkan an yisata a0 apat membangun kekuatan
ekonomi di Indo fluarkan  kebijakanan melalui
Keputusan Presiden No. 983 Kebijaksanaan Pengembangan
Kepariwistaan Presiden  Republik  Indonesia. Kebijakan  tersebut
diterbitkan untuk pemberian visa bagi wisatawan, penetapan pintu masuk
penerbangan, pintu masuk pelabuhan, pemberian keringanan  bagi
kegiatan usaha pariwisata (lihat ayat b bagian menimbang). SK tersebut
sejatinya menjadi pertanda, Indonesia membuka diri menjadi objek wisata
bagi dunia. Kebijakan Pemerintah RI memberikan kernudahan terkait
perjalanan wisata di Indonesia telah menjadi pembuka jalan orang asing
menjadi wisata di Indonesia. Indonesia sudah secara terang-terangan
memberikan keringanan bagi wisatawan asmg menjadi wisatawan di
Indonesia.

Berdasarkan SK No. 15 Tahun 1983 wupaya menarik kehadiran

wisatan asing menjadi program.unggulan di Indonesia khususnya untuk
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mendukung pengembangan usaha wisata. Pada situasi tersebut para
investor dalam bidang biro travel Internasional salah satunya adalah Fiesta
Expres dan seniman memandang bangunan Pracimayasa menjadi objek
menarik sebagai pengembangan  wisata budaya di Surakarta yang
sasarannya untuk orang asing, setelah sebelumnya Mangkunegaran
memang sudah membuka diri menjadi objek wisata. Gaya bidup ningrat
yang di dalamnya terdapat kegungan seni dan budaya khusushya tata cara

jamuan, indahnya kesenian, keragaman kuliner ala raja dijadikan

dalarn balutan pelestarian

pengembangan  pariwisate

1988, Mangkunegaran

yertakan bangunan

ini  bangunan

ogram pemerintab Rl

sehingga terbit Indonesia No. 9 tentang
Kepariwisataan tahtin 199 adas' but disebutkan bahwa keadaan
alam, flora, fauna, peningalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan
budaya, merupakan sumber daya dan modal besar artinya bagi usaba
pengembangan  dan peningkatan  kepariwisataan  (ayat a, bagian
menimbang). Pemyataan tersebut menyiratkan, babwa peninggalan sejarah
diposisikan  sebagai objek komoditas menarik dalam dunia wisata,
sehingga tidak heran kalau bangunan Pracimayasa tetap didukung menjadi
paket wisata dinner atau lunch di Mangkunegaran. Keberadaan bangunan
bersejarah menjadi objek wisata semakin dikukuhkan dengan diterbitkan
UU RI Nomor [0 Tahun 2009 Tentang Pariwisata sebagai penyempumaan
UU RI tahun 1990. Untuk melaksanakan UU tersebut, di Jawa Tengah
terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012
Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa

Tengab Tabun 2012-2027, Mangkunegaran sebagai destinasi Pariwisata.
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Mangkunegaran ~ menjadi sasaran objek pengembangan  wansan
budaya Kota Surakarta. Pemkot(Pemerintah  Kota) melirik upacara-upacara
tradisi dari Mangkunegaran maupun Kasunanan menjadi modal Pariwisata
di Surakarta. Hal ini dapat dilihat ketika Pemkot berupaya meningkatkan
turis di Surakarta dengan cara menjadikan Mangkunegaran sebagai aset
wisata. Kirab pernikaban GR Ay Putri Retno Astrini dengan Pangeran
Abu Bakar diselenggarakan  di Surakarta dengan dukungan Pemkot

Surakarta. Menurut Rumdhanig, Kabag Humas Pemda Kodya Surakarta,

kirab tersebut diilhami dari pelaksanaan
kirab sebelumaya akni_.pe Mangkunegara X dengan
Prisca ina. PemkoL M ak Dinas® Wali sebagai transit

temanterflaki i 2 untuk nyantri (Jawa

Pariwisata “tegja s en iy ghjeldng pemikahan GRA|].
Agung Putri Su . y 2 Ip kemungkinan, fenomena
kirab temanten pemikabg \ Retno  Astrini dengan Pangeran
Abu Bakar telah mengilhami  Pemkot untuk ikut terlibat dalam kirab
pengantin Sarwana Tbamrin terkait pernikahannya dengan GRAj Agung
Putri Suniwati (Menur). Kirab manten GRAj Menur diselenggarakan
rneriah sebagimana kirab manten Mangkungeran sebelumnya. Walikota
Surakarta merelakan rumah Dinas Walikota sebagai tempat nyantri calon
pengantin Sarwana Thamrin, saat pernikahannya dengan GRAj Agung
Putri Suniwati (Menur) berlangsung Jurnat  (13/6 2008) di Istana
Mangkunegaran Solo (Anton dalam Antara News: Rabu, 1 Juni 2008
17:23 WIB | 751 Views). Dijelaskan lebib lanjut, kirab dilaksanakan
dengan menempuh jarak kurang lebih 3 km. Kirab diaksanakan dari
Rumah Dinas Walikota  Surakarta, Loji Gandrung menuju Istana
Mangkunegaran. Walikota dan Wakil Walikota terlibat langsung dalam
kirab terebut, hal ini dapat dilihat pada barisan kirab sebagai berikut.
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Barisan kirab pengantin sepanjang sekitar 400 meter itu, urutan
pertama adalah  barisan pembuka jalan, kedua pasukan berkuda
Mangkunegaran sebanyak 10 orang yang dipimpin Walikota Surakarta
Joko Widodo dan Wakil Walikota Surakarta F.X Hadi Rudyatmo dengan
memakai pakaian kebesaran adat Jawa Di belakang barisan pasukan
berkuda terdapat berbaris 30 prajurit diiringi game/an carabalen 15 orang
semuanya dari Mangkunegaran. Berikutnya adalah barisan adat yang

terdiri dari Prajurit Sulawesi atan sebanyak 20 orang serta pemusik dan

penari adat seba 18 orang. Berikutnya

- Mﬁdo b

:aian odo pi

Barisan pembawa tombak dua

orang' meng hijau dan dua orang

dan terus diikuti 12

kereta pemba ¥ itu=Ba ereta Ykencana yang ditarik
laki-lake=*Sarwaig, Thamrin beserta
g m kegfta yang ikut dalam

beserta s ri, Thed Syafei beserta istri,

sepulu

ibunya

barisan &

game/an carabalen SMKI 20 orang, prajurit Pariwisata 60 orang, prajurit
Jaga Tirta 30 orang, prajurit Reksa Praja 30 orang. Rombongan pengantin
setelah tiba di Istana Mangkunegaran terus menyerahkan seserahan
pengantin yang isinya berbagai macam kebutuhan pengantin dan terus
dilanjutkan nyantri. Seusai acara tersebut calon pengantin laki-laki beserta
rombongan menuju rumah Prangwedanan untuk melakukan persiapan
upacara adat Jawa lainnya.

Keterlibatan langsung Walikota dan Wakil Walikota dalam kirab
manten Mangkunegaran menunjukkan keinginan kuat Pemkot menjadikan
acara tersebut sebagai komoditas Pariwisata Kota Surakarta. Hal ini dapat
dilihat ~ kehadiran ~ Walikota menjadi bagian dari pasukan berkuda
Mangkunegaran  dan  barisan  Prajurit  Pariwisata =~ Mangkunegaran.

Eksistensi Mangkunegaran di era global dapat dilihat pada barisan kirab
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yang menyertakan prajurit carabalenyang berupa game/an carabalen
SMKI, prajurit Pariwisata, prajurit Jaga Tirta, prajurit Reksa Praja, sebagai
bagian dari kekuatan seni dan budaya di Mangkunegaran. Susunan Kirab
menunjukkan  adanya usaha mengbadirkan  berbagai tokob  dari
Mangkunegaran  bekas kadipaten yang sekarang menjadi bagian dari
warga Kota Solo. Upacara adat perkawinan telah dijadikan komoditas
dalam  dunia pariwisata di era global dapat dikatakan adat tradisi

Mangkunegaran dalam kerngmjadian di era global. Walaupun saat itu,

penonton tidak dipungut bayaran untuk meliba

Inforrnasi oleb
laksanakan, mampu

Acara adat yang

akan disélengga i SUkakanta [ ian¥ prosesi pemikahan
Agung K : ada_akhirnya agéira tersebut memang
acara dipadati
pengunjung  untt i o tiddkd 12 gsung acara Kirab Malltell
Mangkunegaran perputaran  perekonomian  di
Srakarta. Kehadiran pengunjung dalam sebuah acara pada suatu daerah
akan  dibarengi dengan  keperluan  transportasi,  kuliner,  souvenir
meningkat. Ini artinya terjadi perputaran ekonomi, harapannya  dapat
meningkatkkan kesejahteraan rakyat di Surakarta

Kegiatan Kkirab manten yang diselenggarakan secara besar-besaran,
berupa acara adat tradisi, dapat sebagai ajang prornosi tentang wisata
budaya yang selama ini telah lama menghilang tidak ditemukan di
masyarakat,  sehingga  mermcu  keinginan masyarakat  datang  di
Mangkunegaran mengikuti wisata budaya. Tanpa terasa sebenamya telab
masuk kapitalis tingkat akhir di Mangkunegaran yakni penghidupan
kembali adat tradisi kirab manten sebagai ajang pariwisata,

diselenggarakan  secara besar-besaran dengan harapan dapat menarik
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perhatian masyarakat, dan menggerakkan perekonomian tertuju pada
kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai relasi
telah menjadi agen Icuat mengibarkan nilai tradisi Mangkunegaran dalam
skala modemitas. Mangkunegaran sendiri sebagai pemiliki aset yang
dengan suka rela telah mengijinkan, terbitnya UU RI tentang pariwisata,
kesiapan para pelaku seni budaya di Mangkunegaran, biro travel
merisme

perjalanan dan masyarakat kong merupakan relasi kuat di balik

praktik sosial odifikasi bangunan Pracimayasa Pura Mangkunegaran.

Langkah tersebu berusaha menggapai

at dililia ] @mbuka diri sebagai
'nner i i pih dahulu muncul

etelah  Loji Gandrung

wisata

sebelum

bukan di Ka ge0. COjigCa [ iSi@mpat wellcoming party dan
Pada acara tersebut tidak
tanggung-tanggung, langsung  oleh  keluarga
Mangkunegaran. Yang demikian secara politis dalam konstilasi global,
Mangkunegaran  ingin menunjukkan eksistensinya, dengan cara terus
mengembangkan seni dan budaya Mangkunegaran di Kota Solo. Beberapa
bukti terkait dengan keterlibatan Mangkunegaran dalam agenda pariwisata
di Kota Solo dapat dilihat pada rangkaian acara besar Kota Solo yang
mendayagunakan bangunan Pracimayasa di antaranya: Asean Summit
Gala Dinner tahun 2007, SIPA tahun 2014, NY-KUL Building Bridges
tahun 2015,

lika dikaji dari pendekatan  sosiologi, komodifikasi ~ di Pura
Mangkunegaran  mengindetifikasikan  terdapat pola-pola yang muncul
kembali, menggambarkan arah perubahan jangka panjang atau yang

menyebabkan perubahan. Apabila kajian bistoris cenderung  bersikap

skeptis terhadap generalisasi yang luas, maka dalam kajian sosiologi pada
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fenomena komodifikasi bangunan di Pura Mangkunegaran menunjukkan
terdapat formulasi teoretik yang umum berdasarkan logika deduktif
disertai pendekatan perbandingan. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan
daripada pendekatan ini adalah tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif.

Berbeda dengan perubaban kebudayaan, perubahan dalam struktur
sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial mencakup sistem status,
hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuasaan,
dan persebaran hal

penduduk. itu, maka perubahan-perubahan

mendasar dala perilaku  sosial yang terjadi

sepanjang ial (Rahardjo, 2007:25).
sosial  di  Pura
pakiwisata  seharusnya
an tata nilai dan
norma sebagai  sebuah
elemen-elemen  yang
arakat.  Sedangkan
Pura Mangkunegaran
Surakarta  berupg an i 5i #8osial yang dibangun oleb
bermasyarakat. Analisis tentang
perubahan sosial Pura Mangkunegaran dalam kaitannya dengan pariwisata
menyiratkan bahwa perubahan harus diletakkan pada kondisi sebelum dan
sesudah kegiatan pariwisata dilakukan.  Analisis semacam ini lebih
menekankan pada perbedaan aspek-aspek unit analisis, seperti budaya
berupa sistem gagasan lokalitas yang ada di Mangkunegaran, struktur
sosial berupa lembaga-lembaga adat, dan perilaku sosial berupa interaksi
sosial tradisi di Mangkunegaran.

Perubahan sosial di Mangkunegaran akibat pariwisata pada dasarnya
adalah salab satu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang
sebagai suatu sistem. Di samping dimensi kebudayaannya, perubahan
Mangkunegaran  dalam hubungannya dengan pariwisata juga dapat

dicermati melalui dimensi sosial, hal ini mengingat bahwa fenomena sosial

dan budaya merupakan dua gejala dari satu realitas, yaitu sistem tindakan
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manusia berdasarkan sistem pengetahuannya vyang di dalamnya tidak bisa
dipisahkan adanya karena di dalamnya memuat hubungan antar sesama
manusia serta kebudayaannya.

Berkaitan dengan persoalan ini terutama dalam konteks pusaka
budaya, pariwisata budaya di Mangkunegaran ibarat pisau bermata dua
terutama dalam pemanfaatan pusaka budaya sebagai objek dan daya tarik
wisata. Pada satu sisi pariwisata dapat melestarikan pusaka budaya,
lain

sedangkan pada sisi gegiatan pariwisata perlu dipertimbangkan

tersebut. Oleh karena itu
agendali untuk melakukan
iketahui sejauh mana

pelestarian warisan

buday :

Pt ubabar%a din industri dan jasa
yang rel@tif be%t lebih Bkgsioge "-:'-.:. sung  memberi iklim
terhadap i P Mangkunegaran secara

flat-istiadat, dan kosmos
seorang pengageng, mulai
pengalami perubahan. nafsi ‘ konsepsi  kosmologi sebagai
salah satu dimensi simbol konstruktif mengalami perubahan ke arah
universal dengan makna vyang lebih kontekstual. Sebaliknya, dalam
dimensi ekspresif ditandai dengan semakin maraknya berbagai aktivitas
agama, adat, dan kesenian dalam arti luas. Semua ini seolah-olah memberi
penilaian bahwa pembangunan dan pariwisata telah memberi banyak
pengaruh bagi kehidupan dan tatanan di Pura Mangkunegaran. Kondisi ini
menjadikan  lingkungan lahiriah di Pura Mangkunegaran yang erat
dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan gaibnya yang mampu menghegemoni
abdi dalem di Pura Mangkunegaran tidak lagi mempengaruhi dan
membentuk pikiran manusia. Lingkungan dihadapi dan diberi arti sebagai
dunia material atau objek semata. Konsekuensi dari pariwisata adalah
terjadinya otonomi dan kebebasan subjek dalam menafsirkan realitas

objektif.
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Adanya relativitas sifat nilai dan banyaknya cara untuk memaknai
tradisi seperti yang diuraikan di atas itulah kemudian membuka peluang
adanya polarisasi cara beragam sehingga menimbulkan  bias terhadap
fungsi utama tradisi, yaitu rnemelibara komitmen moral untuk hidup
bersama secara damai dan berbudi sesuai dengan semangat hidup ajaran
yang sangat dikenal oleb para masyarakat lokal dalam Pura
Mangkunegaran. Hal inilah yang menyebabkan perubahan dan pelestarian

budaya menjadi sebuab dan keduanya barns berjalan

seimbang dan hefKelanjutan  secara terenca Pelestarian dan perubaban

ungkin dapat dilakukan
iptek, dana, wawasan,
emerlukan  smergis

sosial, hukum,

dup menuntut adanya
penguatan isi bersifat universal.

Pariwisata  buda industri  yang oleb

pemerintab Kota dalam seperangkat perencanaan
dan pengawasan dapat menjadi salah satu aspek memunculkan suatu
polarisasi tertentu.  Kenyataan ~ menunjukkan bahwa semaraknya
perkembangan kebudayaan di masyarakat Kota Surakarta adalab karena
pariwisata. Kebudayaan yang ekspresif tentunya mampu berkernbang ke
arah watak kebudayaan progresif, yakni mernberikan pendukungnya
peluang untuk meraih manfaat ekonomi. Mengingat budaya dan Kinerja
ekonomi berkaitan erat, perubahan-perubahan pada satu bal tertentu akan
berpengaruh  pada yang lain (Harrison dan Huntington, 2006 28).
Pergeseran nilai ini, dari budaya ekspresif ke budaya progresif yang lebih
mengutamakan  nilai ekonomi, juga mengarahkan  pemerintah  dan
masyarakat dalam melihat kecenderungan komersialisasi  tradisi untuk

kepentingan pariwisata dan Pura Mangkunegaran sebagai salah satu

contohnya di Kota Surakarta.
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Berkaitan dengan persoalan kornodifikasi bangunan Pracirnayasa di
Pura Mangkunegaran Surakarta, telah terjadi proses sekularisasi  dan
sentralisasi. ~ Sekularisasi  terjadi karena bangunan Pracirnayasa ternpat
privat yang tidak sepatutnya dipertunjukkan untuk umum narnun mulai
dipergelarkan untuk wisatawan dapat rnengakses dengan tiket wisata
tertentu. Sentralisasi terhadap rangkaian kegiatan tamu istimewa dengan
beberapa kesenian dan bentuk jamuan cenderung terpusat pada lernbaga
di

kesenian dan menu makana Pura Mangkunegaran. Sentralisasi

pada standardisasi pakem “@an pola, sernua itu sebagai

rnembawa akib

gejala yang mehg berkesenian dan desain

pelaksanaan  ritus
a cipta seni terasa
hanya : i i kuantitases@an sefhentara itu, isi dan
Eksploitasi  kultural
tama, maka dalam
pengembangan yarakat lokal dan yang
berwenang  harus implementasi/pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
terhadap pengelolaan objek wisata.

Secara irnplisit ~ telah dikemukakan bahwa rnodernisasi  dan
globalisasi melalui pariwisata telah memperkenalkan nilai baru dalam
Jingkungan tradisi di Pura Mangkunegaran. Apabila tradisi diasurnsikan
dibentuk atas dasar setting tradisi dan lokalitas, maka modernisasi dan
globalisasi yang diperkenalkan melalui pariwisata dibentuk atas dasar
individualistik,  berorientasi prestasi, rnenghargai waktu, terukur, sekuler,
mobilitas tinggi, dan konsepsional. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada
di Pura Mangkunegaran senantiasa rnengalarni proses diferensiasi sosiale
struktural serta rnengalami generalisasi nilai, norma, dan makna yang

menyertainya. Dalam hubungannya dengan kebudayaan, pergeseran

semacam itu telah memberi Kkontribusi terhadap pengetabuan sebagali
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satuan budaya Setiap orang yang telah tersentuh sistem pengetahuannya
oleh nilai-nilai baru akan mencoba memberi makna baru bagi tatanan yang
ada sebelumnya. Dalam konteks pariwisata Pura Mangkunegaran dapat
diketahui telah terjadi perubaban orientasi nilai dari lokalitas ke arab
ekonomi, vyaitu secara fisikal ditandai dengan perubahan pada penataan
ruang wisata di Pura Mangkunegaran disertai atribut-atribut  yang
mendukungnya.

Pernahaman secara cermaty terhadap perubahan sosial dan budaya di

Mangkunegaran engindikasikan ~ bahwa “@alarn suatu proses tafsir

ditandai yaitu suatu cara

mengedep kultur: nyikan yang kurang

Mangkunegaran.  Sebaliknya, dalam dunia global kehidupan atas dasar
solidaritas bukanlah sesuatu yang asing. Oleh karena itu, reintepretasi
terhadap nilai-nilai tradisi merupakan suatu keharusan sejarah, namun hal
itu tetap dilakukan setelah melalui mekanisrne dan tahapan yang
sistematis. Tujuannya agar seluruh produk manusia dan hasil intepretasi
rnereka terus dapat menjadi standar moral dan wahana mernelihara
solidaritas.

Modemisasi adalah pembangunan  yang dianalogikan seperti ap!
semangat yang tak pernah pudar dan tak mungkin dipadamkan terutama
dalam masyarakat negara-negara berkembang. Pembangunan pariwisata
dalam tekanan modernitas dengan demikian pada dasarnya masih dapat
dinegosiasikan  dalam setiap konteksnya melalui pengelolaan berbasis

nilai-nilai  tradisional dan lokalitas. Melalui pembenahan pada basis
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interaksi sosial kebudayaan tentunya dapat memperteguh nilai sakral yang
mendasari  basis komunitas lokal di Pura Mangkunegaran  sekaligus
mempertajam  visi kognitif pada basis mental kebudayaan. Upaya untuk
mengaktualisasikan  strategi kebudayaan ini dapat dikatakan sebagai satu
altematif  sintesis  dalam  memposisikan nilai-nilai  tradisi dalam
menghadapi era globalisasi oleb Pura Mangkunegaran.

Fenomena lain yang bersinggungan dengan perubahan sosial

komodifikasi Pura Mangkunegaran dalam rnenghadapi era globalisasi

terutama  dals kaitannya dengan ariwisata adalah  mulai

diintensifkan lel _per e[S dari masyarakat

masyara it j : i SBsi yang hendak
ibuat agar tidak

mengalami i i < penerima.  Oleb

dimiliki oleh Pura Mangkunegaran merupakan wahana yang tidak mudah
dipahami dan dimanfaatkan sebagai media sosialisasi suatu inovasi social
di Kota Surakarta. Ketidakrnampuan merumuskan perspelctif sosial budaya
kota disebabkan karena aspek ini tidak saja berdimensi subyektife
kualitatif, tetapi juga kadang-kadang bersifat ambigu. Oleh karena itu,
diperlukan panduan untuk rnenumbuhkembangkan peran-serta rnasyarakat
di Kota Surakarta berdasarkan pendekatan sosial budaya.

Melihat komodifikasi yang terjadi di Pura Mangkunegaran Surakarta
menunjukkan  bahwa kebudayaan mengalami  komodifikasi di dalam
industri pariwisata. Jika berbicara mengenai komodifikasi, komodifikasi di
Pura Mangkunegaran Surakarta dipandang sebagai transformasi hubungan
yang sebelumnya bersih dari perdagangan namun berubah menjadi

hubungan  komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual.
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Memahami  komodifikasi ~ yakni memahami tentang cara kapitalisme
berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa istilah komodifikasi ~memiliki
pengertian  yang cenderung  mirip dengan  komersialisasi. Yakni
menjadikan sesuatu tidak lagi dinilai dari aspek sentimentil, namun sudab
dinilai semata-mata  dengan nilai uang. Seperti telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa dalam sistem pariwisata, komponen penting yang
paling utama adalah adanya daya tarik wisata. Objek Daya tarik wisata
(ODTW) di dalamnya adg

ang terkategori sebagai aspek-aspek

kebudayaan. CamtObnya seperti tarian, bangunan, tradisi, mitologi,

sejara'h, sertg pegaran  sendiri  banyak
arena tertarik dengan
asyarakat  praktisi

keuntungan dari

bg@val yakni karena nilaie
Pada gilirannya,
kebudayaan-kebudayaan i i_tétap4ada dan terpelihara karena nilai-nilai
keuntungan meskipun dengan berbagai reproduksi budaya di berbagai
bidangnya. Jika merujuk pada konsep komodifikasi maka yang tercabut
dari kegiatan tersebut adalah nilai-nilai kekeluargaan dan keakraban tadi.
Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu kerumitan atas hubungan
berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Jadi jika memang dinilai
terjadi adanya komodifikasi terhadap kebudayaan di Pura Mangkunegaran,
tentu bukan hanya dari beberapa unsur kebudayaan saja, namun pada
dasamya semua aspek pembentuk kebudayaan itulah yang rentan
rnengalami komodifikasi.

Lebih lanjut, dalam pandang lain bisa saja ada pandangan bahwa
kebudayaan  itu sengaja disajikan kepada wisatawan, bukan untuk
mengkomodifikasi  kebudayaan, namun  sebagai salah satu cara

kebudayaan itu untuk bisa tetap bertahan. Bisa dikatakan pelaku
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kebudayaan tersebut mengorbankan sedikit nilai, demi menjaga nilai-nilai
lain yang masih tersisa dan masih begitu berharga Apa yang terlihat
sekilas dalam industri pariwisata di Pura Mangkunegaran, dapat dikatakan
komodifikasi kebudayaan. Biasanya para pelaku kebudayaan menyebut
komodifikasi  kebudayaan atas kegiatan ~memanipulasi suatu aspek
kebudayaan (misalnya seni tan, karawitan, upacara adat), untuk bisa
dipertontonkan  kepada wisatawan, yang waktu kunjungannya sangat

terbatas. Seringkali aspek kebuglayaan itu kemudian dimodifikasi sehingga

sederhana, atau pera\atan

y_ada aspek kebudayaan

wisatawan yang
bangunan pribadi

entingan  pariwisata

yang melatarbelak itu memang bergeser.
Kegiatan kebudayaan yang tadinya dilatarbelakangi  nilai religi, atau
penghorrnatan  kepada tradisi serta adat yang disertai upacara, sekarang
tidak lagi ada. Nilai yang dominan adalah nilai komersial, yakni agar
mendapatkan uang. Namun dengan demikian perlu diingat juga oleh para
pelaku kebudayaan, bahwa sudah banyak kebudayaan yang punah karena
sudah tidak ada lagi pemakainya Tentu saja para pelaku kebudayaan akan
segera meninggalkan kebudayaannya tersebut, jika sudah dianggap tidak
lagi memberikan manfaat bagi para pelakunya Jika sudah ditinggalkan
tentu kebudayaan itu akan punah. Terlebib lagi dengan adanya Undange
Undang Republik Indonesia yang banyak memposisikan ernbrio-embrio

tempat produksi budaya seperti kraton dao Pura Mangkunegaran di

Surakarta sebagai Cagar Budaya semata, hal ini nampaknya yang
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mendukung terjadinya kornodifikasi selain dikarenakan masalah utama
yakni tekanan modemitas.

Komodifikasi  seperti yang sering dituduhkan kepada para pelaku
pariwisata, sebetulnya merupakan statement paradoks. Selama ini cukup
banyak contoh dari kegiatan kebudayaan seperti tarian, seni rupa, maupun
upacara-upacara adat, yang kembali digali dan dipraktekan oleb suatu
kelompok masyarakat, justru karena mereka melihat bahwa ada orange

orang (wisatawan) yang tertamik untuk menyaksikannya. Jika tidak ada

wisatawan yanggdibawa oleb para pelaku pagiwisata untuk menyaksikan

ay modemitas, nilai-nilai  yang

dianut oleh masyare ah kian melebur. Maka dengan
atau tanpa pariwisata pun kemungkinan besar nilai-nilai  kebudayaan di
kalangan masyarakat bisa saja bergeser. Di negara berkembang seperti
Indonesia, isu kemiskinan dan isu kesejahteraan rakyat menjadi prioritas
dalam pembangunan. Penyelesaian isu tersebut juga tertuang pada amanat
Undang-Undang Dasar 1945 bagian Pembukaan bahwa tujuan negara ini
adalah untuk memajukan kesejahteraan urnurn. Pada konteks ini negara
berkewajiban untuk mensejahterahkan rakyat dengan memanfaatkan
segala sumber daya yang dimiliki Indonesia Beberapa jenis sumberdaya
yang dapat dimanfaatkan adalah sumberdaya modal, teknologi dan seni
budaya. Sumberdaya seni budaya merupakan aset yang potensial dimiliki
Indonesia. Masyarakat pun memahami bahwa seni budaya salah satunya,
yakni seni hiburan merupakan basil modifikasi konstruksi budaya

masyarakat itu sendiri. Di beberapa budaya, seni merupakan suatu bentuk



212

rangkaian sent sakral upacara yang telah mengakar pada tradisi
masyarakat.

Jika dilihat dari konteks waktu sekarang, berbagai pertunjukan seni
baik di Pura Mangkunegaran ataupun wilayah Ilain, tidak lagi sarat akan
nilai-nilai kesakralan akan tetapi lebih pada orientasi ekonomi. Pariwisata
sebagai suatu industri telah membuktikan diri sebagai sebuab altematif
kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai salah satu upaya dalam
Dalam situasi ini komodifikasi

meningkatkan kesejahteraan arakat.

menjadi suatu pFoses pengubaban kebudayaalh, menjadi barang dagangan,

mudab untuk dicema dan

adi atas tekanan

yang kontraproduktif. s ang sebenarnya bertentangan
namun ketika digabung menghasilkan nilai baru. Nampaknya, dua hat
tersebut dimaknai oleh Mangkunegaran, Pemerintah RI, dan masyarakat
merupakan dua hat sebagai kekuatan yang sating melengkapi dan
menyempurnakan.

Modemisme  dan globalisasi dalarn  konteks pariwisata dihadapi
dalam waktu yang bersamaan sehingga mendorong terjadi reinterpretasi
terhadap nilai-nilai  tradisi yang kurang relevan dan fungsional. Artinya,
penggairahan  kehidupan adat dan tradisi merupakan suatu keharusan,
sementara itu, adaptasi modemitas juga bukanlah sesuatu yang ditabukan
di Pura Mangkunegaran. Kehadiran pariwisata bukan hanya sebagai
tantangan, tetapi juga sekaligus sebagai peluang bagi proses kreatif bagi
masyarakat dalam Pura Mangkunegaran  untuk menyikapi perubahans

perubahan yang terjadi. Dengan demikian tradisi di Pura Mangkunegaran
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sebagai kesatuan komitmen yang berlaku bukan sesuatu yang bebas
konflik dan tidak mengalami perubahan, ha! ini karena sistem nilai budaya
yang aktif dan dinamis terlibat dalam pergulatan tatanan nilai global
sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota yang berkembang setiap saat.
Pada  kenyataannya, berbagai  kebutuhan baru  muncul dalam
perkembangan pengetahuan masyarakat sebagai sesuatu yang harus
dipenuhi. Kebutuhan baru itu dalam perjalanannya  sebagian telah

diadaptasi dan diakomodasigsserta dijadikan acuan bersama dan di

dalamnya terdapét™ komitmen moral dirumuSkan dan dimaksudkan untuk
tujuaﬁ baik.
ersifat internal  yang
(erhindar  dari proses

: te semakin kuat bersamaan
eks ' modemitas  dan

rena Jtu, pengenalan nilai

trategis yang dipilih
gan cara mereorientasi

dengan harapan  agar dapat

Secara garis besar mendasar pada seluruh uraian pada Bab V dapat
disampaikan bahwa (1) Perubahan status dan peran Mangkunegaran
berawal dari dibubarkannya status swapraja memposisikan  bangunan
Pracimayasa sebagai benda cagar budaya pada masa Pemerintahan
Republik Indonesia menjadi objek penghidupan tradisi bemilai profit. (2)
Dalam konstelasi global, Mangkunegaran berusaha mengimbangi adanya
dominasi  kapitalisme  atas pengelolaan  cagar budaya bangunan
Pracimayasa menjadi objek mengukuhkan kejayaan bernilai profit. (3)
Tekanan rasionalitas modern atas tradisionalitas Pura Mangkunegaran
mendorong terjadinya reposisi nilai bangunan Pracimayasa menjadi objek
mengukuhkan gaya hidup ningrat Mangkunegaran bernilai profit. Tiga
faktor tersebut mendorong terjadinya diferensiasi sosial-struktural serta

generalisasi nilai, norma, dan makna bangunan Pracimayasa menjadi
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kurban penghidupan tradisi dan pengembangan wansan budaya bagi
Mangkunegaran, Kota Surakarta, dan masyarakat.
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